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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi selalu terjadinya pergeseran penyelesaian sengketa 

hasil Pilkada, pergeseran pertama pada 2008 sampai yang terakhir pergeseran pada 

2022. Hal ini menunjukan kondisi kebimbangan terhadap lembaga mana yang 

berwenang menangani perselisihan hasil Pilkada, untuk saat ini pergeseran terakhir 

dimana Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan sengkata hasil 

Pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, 

adanya Putusan MK tersebut menjadi solusi terakhir dan tercepat karena Pilkada 

2024 sudah dekat apalagi pertengahan 2023 sudah mulai tahapannya. Kalaupun 

sudah ada Putusan MK tersebut, belum menyelesaikan ketidakjelasan lembaga 

mana yang berwenang menangani sengketa hasil Pilkada. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah pertama, mengapa terjadi pergesaran penyelesian sengketa 

hasil pemilihan kepala daerah pasca reformasi? Kedua, apa implikasi pergeseran 

tersebut terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca 

reformasi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan 

menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, historis dan 

konseptual, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku dan 

jurnal, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan, pertama, persoalan pokok mengapa bisa terjadi pergeseran terus 

menurus karena desain konstitusi yang menyatakan Pilkada masuk rezim 

pemerintah daerah dan persolan perbedaan penafsiran konstitusi. Kedua, implikasi 

dari pergeserannya adalah ketidakpastian hukum lembaga penyelenggara pilkada 

seharunya bukan KPU karena Pilkada tidak masuk rezim Pemilu melainkan rezim 

pemda dan lembaga yang berwenang untuk penyelesaian sengketa hasil Pilkada 

menjadi tidak jelas karena selalu bergeser. Saran yang dapat diajukan yaitu: 

kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada berada ditangan MK, saran yang 

kedua ini bisa dilakukan melalui amandemen konstitusi pada Pasal 18 ayat (4) dan 

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga persoalan Pilkada masuk rezim Pemilu 

terselesaikan melalui amandamen bukan hanya melalui penafsiran kontitusi oleh 

MK, sehingga kewenangan MK menjadi jelas. 

Kata Kunci: Pergeseran, Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pasca Reformasi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, hak-hak untuk membuat keputusan-

keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, 

diimplementasikan melalui sistem perwakilan. Warga negara menggunakan hak 

yang sama tidak secara pribadi tatapi melalui para wakil yang duduk di lembaga 

legislatif dan eksekutif. Wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat dan 

bertanggungjawab terhadap rakyat melalui pemilihan umum (selanjutnya disebut 

pemilu). Hal ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat wakil-wakil 

rakyat tersebut dapat berunding mengenai berbagai persoalan yang masyarakat 

hadapi.1 

Pemilu memainkan peran yang sangat penting sebagai sebuah pranata dalam 

setiap negara demokrasi. Sebagai salah satu mekanisme kelembagaan demokrasi, 

sistem pemilu merupakan wahana yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Artinya 

sistem pemilihan bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu, dan 

sebaliknya menciptakan hambatan guna melemahkan kekuatan politik lain.2 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan menurut 

prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) 1945 

                                                 
1 Ellya Rosana, Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 1, 

2016, hlm. 45 
2 Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian 

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, Jurnal Hukum 

IUS QUAI IUSTUM, Vol. 22, No. 3, 2015, hlm. 427-428 
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menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan 

Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) merupakan cara konstitusional untuk 

pengisian kepala pemerintahan daerah baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota 

untuk dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perwujudanya 

dibuktikan dengan keterlibatan rakyat secara langsung dalam Pilkada. 

Semangat berdemokrasi dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif, 

yang ditentukan dalam konstitusi, kemudian memberikan harapan perkembangan 

demokrasi pada level daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), agar kepala daerah 

juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Semangat tersebut kemudian dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004) sebagai payung hukum 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. 

Sistem pemilihan secara langsung ini telah membuka keterlibatan seluas-

luasnya bagi segenap rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah, selain itu 

keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses berdemokrasi 

tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Penerintahan Daerah.3 

Ada dua alasan pentingnya pemilihan langsung, pertama, pemilihan langsung lebih 

membuka peluang tampilnya calon pemimpina yang sesuai dengan kehendak 

mayoritas rakyat, kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudak 

dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen.4 

                                                 
3 Kelik Pramudya, Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada yang Efektif dan 

Berkeadilan, Jurnal RechtsVinding, Vol. 4 No. 1, April 2015, hlm. 124  
4 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka 

LP3S Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 133 
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Pembentukan UU No. 32 Tahun 2004 menunjukkan perubahan mekanisme 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan secara 

langsung. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil.”. Namun calon Kepala Daerah tidak boleh perseorangan, 

harus diajukan oleh partai politik.5  

Mekanisme pemilihan secara langsung Kepala Daerah berlanjut dengan dasar 

hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016). 

Pilkada serentak 2024 menggunakan dasar hukum UU No. 10 Tahun 2016. 

Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah 

diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) 

untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif 

maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

(Selanjutnya disebut PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya 

disebut DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil 

Presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).6 

                                                 
5 Lihat Pasal 56 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 
6 Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 
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Sementara pemilihan umum kepala daerah perselisilihan hasilnya diberikan 

kewenangannya kepada lembaga Mahkmah Agung (selanjutnya disebut MA) 

berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.7 

Pergeseran penyelesaian sengketa hasil pilkada pasca reformasi yang pertama 

terjadi pada tahun 2008 berdasarkan Pasal 236C  Undang-Undang No. 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah.8 Pada awalnya penyelesaian sengketa hasil pilkada 

diberikan kewenangannya kepada MA berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 

Tahun 2004 beralih kepada MK berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008. 

Peregeseran penyelesaian sengketa hasil pilkada pasca reformasi yang kedua 

terjadi melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 diicatat dalam buku register 

perkara konstitusi pada tanggal 18 November 2013 dengan Nomor  97/PUU-

XI/2013 yang telah diperbaiki dan diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 

13 Desember 2013. Penempatan MK sebagai lembaga penyelesaian perselisihan 

hasil pilkada justru dibatalkan oleh MK sendiri melalui Putusan MK No. 97/PUU-

XI/2013. Mahkamah Konstitusi berpendapat “Pilkada bukan termasuk dalam 

ruang lingkup pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya bukanlah 

menjadi ruang lingkup Mahkamah. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan menyalahi asas “lex superiori derogat legi inferiori”, karena Pasal 22E 

                                                 
7 Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Keberatan terhadap 

penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh 

pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” 
8 Pasal 236C  UU No. 12 Tahun  2008 yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa 

hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung 

dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-

Undang ini diundangkan”. 
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ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan 

kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa 

Pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi”.9 Oleh karena itu MK tidak 

mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pilkada karena Pasal 236C 

UU No. 12 Tahun 2008 bertentangan dengan bertentangan Pasal 22E ayat (2) UUD 

NRI 1945. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum 

serta kekosongan hukum  lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan 

hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang 

mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 

umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.10  

Pasca putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, sehingga pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Perppu No. 1 Tahun 

2014), sekaligus DPR mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang No. 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015). 

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 1 Tahun 2015, pergeseran lembaga 

penyelesaian sengketa hasil Pilkada diletakkan di tangan Pengadilan Tinggi yang 

ditunjuk oleh Mahkamah Agung.11 Pada awalnya lembaga yang berwenang 

                                                 
9 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, hlm. 52 
10 Ibid, hlm. 62  
11 Pasal 157 UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan 

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan 

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”. 
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menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi menjadi 

bergeser kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi disetiap Provinsi. 

Dengan demikian terjadinya pergeseran kedua penyelesaian sengketa hasil Pilkada. 

Pergeseran ketiga penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang awalnya di 

Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung bergeser kepada badan 

peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No.  8 Tahun 2015) dan Pasal 157 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 

Tahun 2016).12 Namun, sebelum badan peradilan khusus terbentuk, kewenangan 

mengadili perselisihan hasil Pilkada masih dijalankan oleh MK, hal itu dijelaskan 

pada Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 

Tahun 2016. 

Pergeseran keempat penyelesain sengketa hasil Pilkada terjadi atas dasar 

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, sehingga Pasal 157 ayat (1), ayat (2) UU No. 

10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 

                                                 
12 Pasal 157 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan 

“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus” 
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kekuatan hukum mengikat karena sudah tidak membedakan rezim pemilu dengan 

pilkada, oleh karena itu berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) 

dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.13  

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan 

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan 

khusus”, MK berpendapat frasa “sampai dibetuk badan peradilan khusus” harus di 

coret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan dihilangkan 

frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 selengkapnya harus dibaca 

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.14 Oleh sebab itu terjadilah 

pergeseran kelima penyelesaian sengketa hasil pilkada yang awalnya ditangan 

badan peradilan khusus menjadi bergeser kewenangan MK yang permanen tidak 

sementera sampai dibentuk badan peradilan khusus.  

Terhitung empat kali pergeseran penyelesaian sengketa hasil pasca reformasi 

menunjukan kondisi kebimbangan terhadap lembaga mana yang berwenang 

menangani perselisihan hasil Pilkada, untuk saat ini Mahkamah Konstitusi yang 

berwenang menyelesaikan sengkata hasil Pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, seteleh selesainya Pilkada serentak 2024 

belum tentu akan tetap ditangani oleh MK.  

Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan, maka penulis merasa perlu 

                                                 
13 Lihat Putusan MK No. No. 85/PUU-XX/2022, hlm. 42 
14 Ibid. 



8 

 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PERGESERAN PENYELESAIAN 

SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA 

REFORMASI”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mangapa terjadi pergesaran penyelesian sengketa hasil pemilihan 

kepala daerah pasca reformasi? 

2. Apa implikasi pergeseran terhadap penyelesaian sengketa hasil 

pemilihan kepala daerah pasca reformasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya pergeseran penyelesaian hasil 

sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca reformasi. 

2.  Untuk mengetahui implikasi terjadinya pergeseran penyelesaian hasil 

sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca reformasi. 
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D. Orisinalitas Penelitian/Tinjauan Pustaka  

No.  Nama Peneliti, Judul. Jenis 

Penelitian, Penerbit dan 

Tahun Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1. Hari Suryono,  Gagasan 

Pengalihan Kembali 

Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Kepala Daerah 

Dari Mahkamah Konstitusi 

Kepada Mahkamah Agung, 

Tesis, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 

Tahun 2013. 

 

Persamaan 

pembahasan 

mekenisme 

perselisihan hasil 

pilkada. 

Perbedaan penelitian 

ini hanya membahas 

pergeseran 

penyelesaian 

sengketa hasil 

pilkada pasca 

reformasi yang selalu 

berganti-ganti, jika 

penelitian Hari 

Suryono membahas 

Gagasan 

pengembalian 

penyelesaian 

sengketa hasil 

pilkada dari MK 

kepada MA. 

2. Hamdan Zoelva, 

Problematika Penyelesaian 

Persamaan 

pembahasan 

Perbedaan penelitian 

ini membahas 



10 

 

Sengketa Hasil Pemilukada 

oleh Mahkamah Konstitusi, 

Jurnal Konstitusi, Tahun 

2013. 

mekenisme 

penyelesaian 

sengketa hasil 

pilkada 

permasalahan 

pergeseran 

penyelesaian 

sengketa hasil 

pilkada pasca 

reformasi yang 

selalu berganti-ganti, 

jika penelitian 

Hamdan Zoelva 

membahas 

permasalahan  

penyelesaian 

sengketa hasil 

Pilkada di tangan 

MK berdasarkan 

Pasal 263C UU No. 

12 Tahun 2008 

3. R. Nazriyah, Penyelesaian 

Sengketa Pilkada Setelah 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-

Persamaan 

pembahasan 

mekenisme 

penyelesaian 

Perbedaan penelitian 

ini membahas 

pergeseran 

penyelesaian 

sengketa hasil 
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XI/2013, Jurnal Konstitusi, 

Tahun 2015. 

 

sengketa  hasil 

Pilkada. 

pilkada secara 

menyeluruh pasca 

reformasi yang 

selalu berganti-ganti, 

jika penelitian R. 

Nazriyah membahas 

penyelesaian 

sengketa hasil 

Pilkada berfokus 

berdasarkan Putusan 

MK No. 97/PUU-

XI/2013 

4.  Kelik Pramudya, 

Mewujudkan Sistem 

Penyelesaian Hasil Pilkada 

yang Efektif dan Berkeadilan, 

Jurnal RechtsVinding, Tahun 

2015. 

 

Persamaan 

pembahasan 

mekenisme 

penyelesaian 

sengketa hasil 

pilkada. 

Perbedaan penelitian 

ini membahas 

pergeseran 

penyelesaian 

sengketa hasil 

pilkada secara 

menyeluruh pasca 

reformasi yang 

selalu berganti-ganti, 

jika penelitian Kelik 
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Pramudya 

membahas 

penyelesaian 

sengketa hasil 

Pilkada berfokus 

berdasarkan Perppu 

No. 1 Tahun 2014. 

5.  Retno Widiastuti, Ambang 

Batas Sengketa Hasil Pilkada 

di Mahkamah Konstitusi, 

Tesis, Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada, 

Tahun 2022. 

Persamaan 

pembahasan 

sengketa hasil 

Pilkada. 

Perbedaan penelitian 

ini berfokus pada 

permasalahan 

pergeseran 

penyelesaian 

sengketa hasil 

Pemilihan Kepala 

Daerah pasca 

reformasi, jika 

penelitian Retno 

Widiastusi itu 

membahas 

permasalahan 

ambang batas 

sengketa hasil 
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Pilkada di 

Mahkamah 

Konstitusi. 

6.  Erwin Moeslimin Singaruju, 

Politik Hukum Penyelesaian 

Sengketa Pemilu: Menggagas  

Pembentukan Pengadilan 

Pemilu di Indonesia, 

Desertasi, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 

2022. 

 

Persamaan 

pembahasan 

mekenisme 

perselisihan hasil 

pemilu yang 

didalamnya ada 

pilkada 

Perbedaan penelitian 

ini berfokus pada 

permasalahan 

pergeseran 

penyelesaian 

sengketa hasil 

Pemilihan Kepala 

Daerah pasca 

reformasi, jika 

penelitian Erwin 

Moeslimin 

membahas 

menggagas 

pembentukan 

pengadilan pemilu di 

Indonesia secara 

mandiri dan terpisah 

dari Mahkamah 
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Konstitusi dan 

Mahkamah Agung. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Demokrasi  

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan 

rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat 

sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu 

negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa 

kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.  Dalam pengertian yang lebih 

partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, 

dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari 

rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah 

serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.15  

Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari 

negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma 

dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik 

yang dianggap ideal.16 Masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan 

dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan 

individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada 

                                                 
15 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 

2012, hlm. 293 
16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, 

hlm.141 
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kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus 

dilakukannya dalam hidup ini. 

Demokrasi dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat, dari 

rakyat dan untuk rakyat. Dengan pemahaman seperti itu maka rakyat akan 

melahirkan sebuah aturan yang bertujuan untuk menguntungkan dan melindungi 

hak-hak nya. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang menjadi dasar pijakan 

dalam kehidupan bernegara guna menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Di 

Indonesia peraturan seperti itu dikenal dengan konstitusi. Konstitusi yang menjadi 

dasar pijakan Bangsa Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Salah satu bentuk praktik 

bernegara Indonesia adalah dianutnya konsep demokrasi, bisa dilihat pada Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, makna penting dari Pasal tersebut 

adalah penegasan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional 

(constitutional democracy).  

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang 

demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan 

bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi 

sedimikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan 

diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada 1 (satu) pemerintahan atau 1 

(satu) badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah 

Negara Hukum.17 

                                                 
17 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan ke-11, PT RajaGrafindo Persada, 

Depok, 2016, hlm. 265 
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2. Interpretasi Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang 

terhadap undang-undang dasar, sebagaimana termaktub pada Pasal 24C ayat (1) 

UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang 

dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum”. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi (the guardian of the constitution). 

Suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, diperlukan 

sebuah penalaran hukum yang dapat menyimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat 

dalam undang-undang dasar telah dilanggar oleh sebuah undang-undang, meskipun 

telah mengalami perubahan yang diwujudkan dengan adanya penambahan pasal-

pasal dalam undang-undang dasar, namun sebagai sebuah konstitusi yang harus 

digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk penguji undang-undang, 

substansi yang terdapat dalam undang-undang dasar masih perlu ditafsirkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

Perkara pengujian Undang-Undang pada hakikatnya MK memutus apakah 

suatu ketentuan dalam suatu undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak 

dengan ketentuan dalam UUD 1945. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut 

tentu MK harus menggali makna dan menentukan pengertian dari ketentuan UUD 

1945, proses penafsiran konstitusi terdapat berbagai metode penafsiran yang dapat 
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digunakan, seperti original intent, gramatikal, sistematis, kontekstual, hingga 

penafsiran kritis. Penafsiran sesungguhnya dilakukan oleh DPR dan Presiden pada 

saat membentuk Undang-undang untuk melaksanakan UUD 1945. Namun karena 

UUD 1945 menentukan bahwa Undang-undang dapat dimohonkan pengujian 

kepada MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan bahwa 

putusannya bersifat final dan mengikat, maka penafsiran MK lah yang merupakan 

penafsiran akhir.18 

Penafsiran konstitusi dapat dilakukan melalui judicial interpretation oleh 

badan kehakiman yang dituangkan dalam putusan pengadilan (judicial decision). 

Penafsiran melalui sebuah proses peradilan (judicial interpretation) dimaknai 

sebagai sebuah metode berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan 

memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang dasar.19 Artinya dalam 

melakukan interpretasi konstitusi, hakim-hakim dapat berbeda dalam memberikan 

interpretasi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam 

menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu. Menafsirkan konstitusi 

berarti memberikan makna dari rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan 

dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap 

belum jelas. 

                                                 
18 Muchamad Ali Syafa’at, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran 

Konstitui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”. Jurnal 

Konstitusi, Vol. 14, No. 2, Juni 2017, hlm. 236 
19 Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian 

Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution”, Jurnal Jambura Law Review, Vol. 

2, No. 2, Juli 2020, hlm, 145. 
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3. Lembaga Peradilan Peneyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 

Peranan lembaga peradilan yaitu memberikan tempat bahkan membantu 

kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-

pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Peran lembaha 

peradilan pada dasarnya berupaya memperjelas norma-norma hukum yang bersifat 

abstrak. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan sangat penting demi mewujudkan 

negara hukum. Lembaga peradilan sangat diperlukan sebagai sarana penyelesaian 

konflik atau sebagai tempat menyelesaikan perkara, salah satunya sengketa hasil 

pemilu. Lembaga peradilan harus mampu melindungi, mensejahterakan, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara hukum juga 

memerlukan lembaga peradilan dalam rangka menunjang atau menegakkan 

supremasi hukum.20 

Peradilan merupakan fungsi yang melekat pada kekuasaan kehakiman yang 

berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kelembagaan peradilan dapat 

dibedakan antara susunan horizontal dan susunan vertikal. Pasal 24 ayat (2) UUD 

1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kelembagaan 

peradilan berdasarkan susunan horizontal sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan horizontal 

yang menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan adalah lingkungan 

                                                 
20 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, 

hlm. 10. 
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peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pilkada diserahkan melalui proses 

hukum di Mahkamah Agung. Setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah memungkinkan MK untuk memutus 

perselisihan hasil pilkada. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan rezim 

pilkada menjadi rezim pemilu. 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan menegaskan bahwa “Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Demikian juga Pasal 10 ayat 

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Akan tetapi dinamika 

ketatanegaraan perihal lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil Pilkada 

selalu berubah-rubah. Terakhir dengan adanya Putusan MK No. No. 85/PUU-

XX/2022, telah terjadinya pergeseran penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang 
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awalnya menjadi kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan MK 

secara permanen tidak sementara lagi. Namun hal ini tidak menjadi jaminan untuk 

kedepannya sengketa hasil Pilkada berada ditangan MK. 

F. Definisi Operasional  

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan memberikan 3 (tiga) definisi operasional yaitu Sengketa Hasil, 

Pemilihan Kepala Daerah dan Reformasi. Definisi operasional dimaksudkan agar 

pembaca mengerti tentang konsep hukum dan batasan atau cakupan permasalahan 

yang dimaksud oleh penulis, serta menjadi titik tolak penulis dalam merumuskan 

indikator-indikator dari variable-variable pokok penelitian. Empat definisi 

operasional yang akan diberikan dalam penelitian ini adalah: 

Pergeseran; istilah Pergeseran adalah suatu peralihan, perpindahan, pergantian. 

Suatu objek bergeser dari tempat ke tempat lainnya. Contohnya dalam penelitian 

ini pergeseran sengketa hasil Pilkada yang sebelumnya di Mahkmah Agung terjadi 

pergeseran ke Mahkamah Konstitusi. 

Sengketa Hasil; istilah Sengketa Hasil adalah perselisihan antara KPU 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara 

hasil pemilihan.21    

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); istilah Pemilihan Kepala Daerah adalah  

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

                                                 
21 Lihat Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 
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Reformasi; istilah reformasi adalah Reformasi berasal dari 

kata reformation dengan kata dasar reform yang memiliki arti perbaikan, 

pembaruan, memperbaiki dan menjadi lebih baik. Reformasi yang dimaksud disini 

ialah fase Presiden Soeharto tidak menjabat lagi sebagai 

Presiden di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto 

mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat 

itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih 

terbuka, dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih 

kuat.22 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka 

(library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media 

massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan 

masalah. 

2. Objek Penelitian  

Objek dari penelitian ini adalah pergeseran penyelesaian sengketa hasil 

Pilkada pasca reformasi serta implikasi pergeseran penyelesaian sengketa hasil 

Pilkada. 

                                                 
22 Aris Kurniawati, “Reformasi, tujuan, syarat, munculnya, dampak, pancasila, 1998”, dalam 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-reformasi/, diakses pada pada tanggal 12 November 

2022, Pukul 13.16 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/B.J._Habibie
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-reformasi/
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3. Sumber data penelitian 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara yuridis yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang 

terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber hukum 

yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang 

merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 

mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, kepustakaan hukum 

yang berlaku di negara lain, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang terdiri dari: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Inggris-

Indonesia; 3) Kamus Istilah Hukum; dan 4) Ensiklopedia. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, 

jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud 

untuk mempertajam analisis. 

5. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan. Pertama, pendekatan 

perundang-undangan karena akan meneliti peraturan perundang-undangan yang 

terkait objek penelitian. Kedua, pendekatan historis karena akan meneliti 

pergeseran sengketa hasil pilkada pasca reformasi dari sisi historisnya. Ketiga, 

pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan karena melakukan 

identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin pakar yang sudah 

dikaitkan dengan persoalan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah 

pasca reformasi. 

6. Analisis Bahan Hukum  

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan 

cara deskriptif kualitatif yaitu dengan meneliti data-data yang telah diperoleh hasil 

dari kepustakaan serta memilih sumber-sumber lain yang sesuai dengan objek yang 

diteliti, setelah itu dapat disimpulkan dan ditarik kesimpulan secara objektif dan 

sistematik dalam bentuk narasi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

DEMOKRASI, INTERPRETASI KONSTITUSI DAN LEMBAGA 

PERADILAN PENEYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 

A. Demokrasi  

1. Pengertian Demokrasi  

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat atau penduduk 

setempat dan cratos/cratein yang bermakna kedaulatan. Menurut konsep 

demokrasi, kekuasaan mengartikan politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat 

diartikan sebagai warga negara.23 Abraham Lincoln pernah berkata tentang 

demokrasi yakni democracy is government of the people, by the people, and for the 

people, Abraham Lincoln mengajarkan jika negara itu demokrasi maka kekuasaan 

negara atau pemerintahan berada di tangan rakyat dan segala tindakan pemerintah 

ditentukan oleh kehendak rakyat.  

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di 

Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai 

contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi 

modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan 

definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-17 dan 18, bersamaan dengan 

perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Konsep demokrasi menjadi 

sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi 

                                                 
23 Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2001, hlm. 19 
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wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan 

politik hukum dalam suatu negara.24 

Demokrasi dewasa ini, khususnya di berbagai negara berkembang kian dikenal, 

baik pada tingkat wacana maupun gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem 

politik, demokrasi telah menempati kelas teratas yang diterima oleh banyak negara 

karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, 

baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan 

antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Hadirnya 

demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial 

politik yang selama ini diderita berbagai negara.25  

Zaman modern ini hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham 

demokrasi. Memang harus diakui bahwa istilah demokrasi merupakan bahasa yang 

paling umum digunakan oleh berbagai negara, sejak zaman yunani kuno istilah 

demokrasi telah mengalami berbagai perubahan dalam praktiknya.  Pemahaman 

terhadap hakikat demokrasi, sering dijumpai adanya kekeliruan atau anggapan 

dalam mengartikan maupun memahami demokrasi itu sendiri.26 Pada hakikatnya 

demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan dalam kerangka untuk 

membatasi suatu kewenangan pemerintah dengan tujuan dapat menciptakan 

pemerintahan yang check and balances. 

                                                 
24 Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Total 

Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 140 
25 Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk 

Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 1, No. 1, 2012, 

hlm. 2 
26 Ibid. 
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Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik 

dan ketatanegaraan tidak dapat dibantah hingga saat ini. Khazanah pemikiran 

politik diberbagai negara sampai saat ini tentang demokrasi adalah yang terbaik dari 

berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu 

organisasi PBB yakni UNESCO, menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan 

yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal 

bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih 

dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang 

sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.27 

Demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang 

kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, misalnya prosedur untuk 

memilih pemimpin. Rakyat diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara 

pemimpin-pemimpin yang bersaing meraih suara terbanyak. Kemampuan untuk 

memilih diantara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut 

demokrasi. 

Bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan, hak untuk membuat 

keputusan-keputusan poltik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang 

dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan umum yang bebas, seperti 

pilihan legislatif.28 Dengan kata lain, bahwa demokrasi adalah merupakan 

pelembagaan kebebasan dalam sistem pemerintahan yang di dalamnya 

mengandung berbagai aspek, baik hal itu berhubungan dengan mekanisme atau 

                                                 
27 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Op. Cit., hlm 259 
28 Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Op. Cit., hlm. 141. 
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prosedur maupun dalam tatanan praktisnya. Di satu sisi, demokrasi sebagai 

pelembagaan kebebasan bagi setiap warga negara dapat terealisasi jika di dalamnya 

diimbangi dengan sistem penegakkan hukum yang efektif.  

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan, rakyat ikut serta memerintah 

(modergen) baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang 

masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (representaatif), 

yang terdapat dalam negara-negara modern. Dengan demikian, demokrasi itu pada 

hakikatnya menunjukkan pada cara serta sistem itu dapat dilangsungkan untuk 

menjalankan kedaulatan rakyat.29 

Demokrasi melekat dengan konsep liberalisasi yang diartikan masyarakat yang 

bebas dan bertanggung jawab, serta dibarengi negara memiliki peraturan 

perundang-undangan yang jelas sehingga tidak diskriminatif antara sesama warga 

negara walaupun beda suku, ras, agama, pekerjaan, dan status sosial. Aturan hukum 

itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi 

setiap warga negara untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Aturan hukum yang 

sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya 

dihormati oleh setiap rakyat dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, 

baik itu pejabat pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus 

hormat dan tunduk pada hukum. Barang siapa yang menyimpang dari hukum dapat 

ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu. 

                                                 
29 Alwi Wahyudi Ilmu Negara dan Tipilogi Kepemimpinan Negara, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2014, hlm. 142 



28 

 

Indonesia telah memiliki sistem demokrasi sendiri. Mohammad Hatta 

menyatakan bahwa di desa-desa sistem demokratis masih kuat dan hidup sehat 

sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah kepemilikan tanah 

yang komunal, yakni setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan 

persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi. Memasuki era 

modernisasi, kehadiran rakyat secara langsung untuk melaksanakan roda 

pemerintahan sangat sulit untuk diakomodir dalam sistem demokrasi modern. Hal 

ini dikarenakan adanya heterogenitas kepentingan politik, luasnya wilayah dan 

populasi mobilitas warga negara yang sangat besar.30 

Perkembangan pengertian demokrasi dewasa mengatakan bahwa demokrasi 

merupakan bentuk pemerintahan, keputusan-keputusan pemerintah yang penting 

secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang 

diberikan secara bebas dari rakyat. Perkembangan zaman yang semakin kompleks, 

serta beragamnya kehendak masyarakat, kebutuhan akan demokrasi dianggap perlu 

dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dari sinilah asal muasal munculnya ide 

lembaga perwakilan atau lembaga parlemen dalam sistem representative 

democracy. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.  

Demokrasi dapat disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas 

kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas informasi, hak atas 

kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak rakyat pada umumya, yang 

dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Bahwa ruh dari demokrasi pada hakikatnya 

                                                 
30 Ibid 
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adalah kedaulatan rakyat. Tanpa kedaulatan rakyat, akan sulit sistem politik 

demokrasi dapat berjalan secara demokratis sebagaimana yang cita-citakan. 

2. Sejarah Demokrasi  

Diskursus tentang demokrasi seakan tidak pernah selesai untuk perbincangkan 

hingga saat ini. Ketertarikan untuk membahas tentang demokrasi tidak terlepas dari 

perkembangan pemikiran dan peradaban sebagai suatu bentuk pemerintahan yang 

di anggap mampu mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan bernegara.31  

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, konsep demokrasi lahir dari tradisi 

Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 

sampai abad ke 3 SM. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk 

demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan, hak 

rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh 

warga negara.32 

Negara Yunani kuno yang menerapkan demokrasi langsung memiliki tipe 

sebagai negara kota atau polis. Negara kota ini memiliki wilayah sebesar kota yang 

dikelilingi oleh tembok-tembok besar sebagai benteng pertahanan apabila terdapat 

serangan musuh dari luar. Selain memiliki wilayah yang relatif kecil, negara kota 

juga memiliki penduduk yang berjumlah sedikit dan memiliki pemerintahan yang 

demokratis.33 

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani 

Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu sebuah 

                                                 
31 Yuswalina, dkk. Hukum Tata Negara di Indonesia, Setara Press, Malang, 2016, hlm 130. 
32 Ibid. 
33 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Cet ke-9, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 84 
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wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk dalam satu 

negara. Ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang 

resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk.34 Hal yang unik dari 

demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) 

yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara 

masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak 

bisa menikmati demokrasi. 

Runtuhnya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah 

menjadi sesuatu hal penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan 

sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat 

menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar mengungkapkan 

kegagalan praktik otoritarianisme. 

Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad 

pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal 

yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama 

dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan 

para bangsawan. 

Sejarah demokrasi selanjutnya di Inggris, marga carta atau piagam besar 

diratifikasi di Inggris pada 15 Juni 1215 atas kedzaliman Raja John. Piagam itu 

sejatinya terlahir dari perseteruan antara Raja John, Paus Innocent III dan para 

bangsawan Inggris kelas Baron. Selain menjadi perjanjian damai, fungsi Magna 

Carta ialah meniadakan kekuasaan absolut seorang raja. Berkat keberadaan Magna 

                                                 
34 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Op. Cit., hlm 261. 
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Carta, raja tak lagi bisa bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, piagam 

besar memperkuat argumentasi bahwa pentingnya demokrasi untuk melawan 

absolutism sang raja. Sejumlah hak raja dicabut, berganti dengan keputusan 

berdasarkan pertimbangan hukum dan rakyat.35 

Negara non demokrasi, pemerintahan biasanya didominasi oleh sebagian 

warga negara yang memiliki kekuasaan dari garis keturunan. Sehingga dari waktu 

ke waktu terjadi stagnasi pewarisan pemerintahan. Momentum lainnya yang 

menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan 

(renaissance) dan reformasi.  

Lahirnya gagasan demokrasi tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari 

Inggris dan Monstesquieu dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh 

pada ide yang gagasan pemerintah demokrasi. Gagasan demokrasi dari kedua 

filusuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi 

demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada trias politica ini 

selanjutnya berakibat pada munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara 

kesejahteraan tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang 

memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara.36 

Hasil Kongres Amerika pada tahun 1989, memutuskan beberapa kriteria 

sebuah negara bisa dikatakan demokratis bila; Pertama, didirikan sistem politik 

yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang 

                                                 
35 Silviana Dharma, “Historiapedia: Magna Carta Lahir Dari Perseteruan Antara Raja 

John, Paus Dan Baron”, Okezone, 2017, diakses dari 

https://news.okezone.com/read/2017/06/15/18/1716483/historipedia-magna-carta-lahir-dari-

perseteruan-antara-raja-john-paus-dan-baron, pada tanngal 25 Januari 2023, pukul 13.07 WIB 
36 Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Op. Cit., hlm.141 

https://news.okezone.com/read/2017/06/15/18/1716483/historipedia-magna-carta-lahir-dari-perseteruan-antara-raja-john-paus-dan-baron
https://news.okezone.com/read/2017/06/15/18/1716483/historipedia-magna-carta-lahir-dari-perseteruan-antara-raja-john-paus-dan-baron
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bebas dan adil; Kedua, diakui secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan 

kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan 

berkumpul; Ketiga, dihilangkan semua perundang-undangan dan peraturan yang 

menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik; 

Keempat, diciptakan suatu badan kehakiman yang bebas; dan Kelima, didirikan 

kekuatan- kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak.37 

Sejarah tentang ajaran demokrasi menjelaskan bahwa, ada 2 (dua) fakta historis 

yang penting. Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku dirinya 

demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai 

demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang 

satu dan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Kedua, sementara 

banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga 

politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. 

Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa 

demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit dijaga: Fasisme, 

Nazisme, dan Stalinisme hampir saja menghancurkannya. Demokrasi telah 

berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif.38 

Permasalahan belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang 

demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam 

praktik. Berbagai negara telah menentukan jalannya sendiri-sendiri yang tidak 

sedikit di antaranya justru mempraktikan cara-cara atau mengambil jalan yang 

                                                 
37 Kiki Muhamad Hakiki, “Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan 

Penerapannya Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 3 
38 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 13 
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sangat tidak demokratis, kendati di atas menyebutkan “demokrasi” sebagai asas 

yang fundamental, oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada 

identifikasi bahwa fenemona demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi 

normatif dan demokrasi empirik (das sollen dan das sein). Karena sering terjadinya 

persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik itu sendiri, maka 

banyak dilakukan diskusi-diskusi tentang pelaksanaan demokrasi selalu menjadi 

objek diskusi yang senantiasa menarik untuk dibahas.39 

Permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai 

yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi 

dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang 

dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. 

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno abad ke-3 

sampai abad ke-6 merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu 

bentuk pemerintahan, hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan 

secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur 

mayoritas. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi 

demokrasi berdsarkan perwakilan (representative democracy).40 

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari permukaan dunia 

barat, saat Romawi Barat takluk ke tangan suku Jerman. Memasuki Abad 

pertengahan (600-1400 M). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh sistem 

feodal dengan perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat 

                                                 
39 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Op. Cit., hlm. 260 
40 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, 

Jakarta, 2008, hlm. 109 
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dari sudut perkembangan, demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu 

dokumen yang penting, yakni Magna Charta (Piagam Besar) 1215.41 Pada masa 

itu, muncullah pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi 

seperti, John Locke dari Inggris (1632-1704 M) dan Montesquieu dari Perancis 

(1689-1755 M). 

Eropa Barat pada awal abad ke-16, muncul negara nasional (nasional state) 

dalam bentuk yang modern, menyebabkan Eropa Barat mengalami perubahan 

sosial dan kultural dalam rangka mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang 

lebih modern dengan kayakinan bahwa akal dapat memerdekakan diri dari 

pembatasan-pembatasannya. Ada dua kejadian yang monumental bagi sejarah 

demokrasi, yakni renaissance (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa 

Selatan, seperti Italia, dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak 

pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya42 

Gerakan pencerahan atau renaissance adalah aliran yang menghidupkan 

kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama 

abad pertengahan telah disisihkan. Reformasi serta perang-perang agama yang 

menyusul kemudian menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari 

penguasaan Gereja, baik di bidang spiritual maupun di bidang sosial dan politik. 

Peristiwa tersebut berimplikasi pada timbulnya masa Aufklarung yakni, Abad 

Pemikiran beserta Rasionalisme sebagai aliran yang menentang akan paham 

fanatisme keagamaan sehingga muncul pandangan baru, manusia berhasil 

                                                 
41 Ibid. 
42 Ibid 



35 

 

melepaskan diri dari dogma agama gereja. Kebebasan berpikir membuka jalan 

untuk meluaskan gagasan dalam aspek politik. Sehingga lahirnya gagasan bahwa 

manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diabaiakan atau disingkirkan 

oleh pengusa.43 

Gagasan demokrasi telah berlabuh ke Indonesia sejak bangsa ini masih dalam 

jajahan Belanda. Sekelompok kecil pemuda Indonesia yang menjadi saksi 

perkembangan demokrasi di Eropa mengambil gagasan demokrasi untuk 

diterapkan di Indonesia. Demokrasi kemudian terus mengalami perubahan yang 

dinamis.  

Pasca Indonesia merdeka diskursus demokrasi terus berlanjut. Demokrasi di 

Indonesia selalu mencari format idealnya demokrasi dan selalu melalui jalan yang 

terjal. Indonesia mengalami percobaan-percobaan pelaksanaan demokrasi. Sistem 

demokrasi parlementer yang pada mulanya dianut pada akhirnya harus diganti 

karena dianggap tidak sesuai bahkan fragmentasi politik yang keras. 

Indonesia lalu menganut demokrasi terpimpin. Suatu konsep yang konon 

merupakan konsep asli Indonesia tetapi mendapat kritik keras dari banyak pihak 

dan salah satunya adalah mantan wakil presiden Mohammad Hatta. Demokrasi 

terpimpin ternyata jatuh bersama dengan lengsernya Soekarno. Lahirlah orde baru 

yang kemudian menganut demokrasi Pancasila. Pada praktiknya demokrasi 

                                                 
43 Aliran Rasionalisme ini menghasilkan gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak 

politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Dari pemikiran hak-hak politik rakyat terlihat 

munculnya kembali pemerintahan rakyat (demokrasi). Lihat juga Moh. Mahfud MD, Hukum dan 

Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 20, lihat juga Ni’matul Huda, 

Hukum Tata Negara…, Op. Cit., hlm. 263 
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Pancasila bahkan lebih sentralistik daripada demokrasi terpimpinnya Soekarno. 

Orde baru jatuh dan demokrasi selalu dinamis untuk berubah. Demokrasi politik 

secara prosedural berkembang pesat. Demokrasi dewasa ini sudah menjadi 

kebutuhan masyarakat universal, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengan 

berbagai konsepnya itu akan selalu mendominasi kehidupan bernegara bagi 

masyarakat, sebagai antitesa terhadap sistem pemerintahan tirani, otokrasi, 

despotisme, totaliterisme, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi. 

3. Nilai-nilai Demokrasi 

Demokrasi didasari oleh beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Henry 

B. Mayo mencoba merumuskan beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam 

demokrasi, meskipun nilai-nilai tersebut tidak bersifat universal karena tergantung 

pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing negara. Adapun 

nilai-nilai demokrasi yang dirumuskan oleh Henry B. Mayo sebagai berikut:44 

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

(institutionalized peaceful settlement of conflict). 

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing 

society). 

c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly 

succession of rules). 

d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of 

coercion). 

e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

(diversity). 

f. Menjamin tegaknya keadilan. 

 

Nilai-nilai demokrasi yang telah dirumuskan oleh Henry B. Mayo dengan 

harapan demokrasi yang hendak dilaksanakan tersebut haruslah mengacu pada 

                                                 
44 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op. Cit, hlm. 118-119  
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nilai-nilai yang ada di dalamnya. Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi 

tersebut, Henry B. Mayo merumuskan beberapa prasyarat yakni sebagai berikut:45 

a. Pemerintahan yang bertanggungjawab. 

b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan 

kepentingan yang terdapat di masyarakat serta dipilih melalui 

prosedur pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar 

sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. 

c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu bahkan lebih partai 

politik. 

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan dan 

menyalurkan pendapat. 

e. Sistem peradilan yang bebas, guna menjamin tegaknya hak-hak asasi 

dan keadilan. 

 

Menurut Munir Fuady, bahwa konsep negara demokrasi memiliki nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai tersebut yakni sebagai berikut:46 

a. Nilai kesetaraan (egalitarianisme). 

b. Nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi 

c. Nilai perlindungan (protection). 

d. Nilai keberagaman (pluralisme). 

e. Nilai keadilan. 

f. Nilai toleransi. 

g. Nilai kemanusiaan. 

h. Nilai ketertiban. 

i. Nilai penghormatan terhadap orang lain. 

j. Nilai kebebasan. 

k. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan. 

l. Nilai tanggung jawab. 

m. Nilai kebersamaan. 

n. Nilai kemakmuran. 

 

Nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi menjadi suatu hal terpenting yang 

harus terwujud dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai tersebut menjadi suatu 

fondasi awal yang harus dipahami dalam pembentukan negara demokrasi, karena 

nilai-nilai tersebut menjadi inti dari pelaksanaan sistem demokrasi di suatu negara. 

                                                 
45 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Op. Cit, hlm. 219 
46 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16-17 
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Apabila sebuah negara demokrasi dalam penyelenggaraannya tidak mengamalkan 

nilai-nilai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa negara demokrasi tersebut 

hanyalah negara demokrasi formil yang hanya menjalankan prinsip dan prasyarat 

kelembagaan demokrasi namun kering akan nilai-nilai di dalamnya. 

4. Faktor-faktor yang Merusak Demokrasi 

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan di suatu 

negara bukanlah suatu hal yang abadi dan dapat saja mengalami pembusukan. 

Banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi dengan 

analisis dari berbabai indikator-indikator dan keadaan yang berbeda-beda di 

masing-masing negara. Dintara ilmuwan yang meneiliti akan faktor-faktor 

kemunduran demokrasi diantaranya adalah Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. 

Levitsky dan Ziblatt menilai bahwa meskipun sebuah negara telah melewati fase 

transisi, liberalisasi, instalasi dan konsolidasi demokrasi, pembusukan demokrasi 

tetap saja menjadi ancaman yang nyata bahkan dapat saja mengalami titik balik 

kemunculan rezim otoritarian. Menurut Levitsky dan Ziblatt, bahwa pemimpin 

yang otoritarian dapat muncul dari pribadi pemimpin bersifat demagog yang akan 

menghasilkan konfigurasi politik otoritarian dibalik selimut konfigurasi politik 

yang seolah-olah demokratis atau konfigurasi politik demokratis yang manipulatif. 

Menurut Levitsky dan Ziblatt, terdapat empat indikator yang dapat meruntuhkan 
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bangunan demokrasi melalui tindakan otoritatif, adapun keempat indikator tersebut 

adalah:47 

1) Penolakan atas aturan-aturan main demokrasi, yang ditandai dengan 

tindakan pelanggaran terhadap aturan dasar bernegara, menolak atau 

memanipulasi pemilu, melemahkan prinsip konstitusionalisme 

(pembatasan kekuasaan), pelemahan peran dan fungsi lembaga-lembaga 

demokrasi, dan bersifat intervensionis. 

2) Menyangkal legitimasi lawan politik, dengan melakukan tindakan 

tuduhan makar terhadap lawan politik. 

3) Bersifat represif, dengan kuatnya peran militer dan bersifat intimidatif. 

4) Melakukan pembatasan kebebasan sipil dan media, yang dilakukan 

melalui tindakan pembatasan terhadap kritik dan protes serta pelemahan 

terhadap pers. 

 

Nancy Bormeo memperkenalkan istilah “democracy backsliding” untuk 

menjelaskan terkait kemunduran dan arus balik demokrasi. Analisis yang dilakukan 

oleh Bormeo menghasil tiga indikator penting yang menjelaskan tentang terjadinya 

kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Adapun ketiga 

indikator tersebut antara lain: pertama, munculnya kudeta terhadap pemerintahan 

yang sah. Kedua, adanya perluasan kekuasaan eksekutif yang ditandai dengan 

adanya penambahan masa jabatan Presiden. Ketiga, sistem pemilu yang manipulatif 

sehingga melahirkan pemilu yang intervensionis dan tidak independen.48 

Kerusakan demokrasi cenderung disebabkan oleh para pemimpin otoriter yang 

dipilih melalui proses demokrasi namun memanfaatkan perubahan hukum untuk 

dapat memperluas kekuasaannya. Menjaga agar pemimpin atau politisi otoriter 

                                                 
47 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Die, di terjemahkan PT. Gramedia 

Pusaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 11-12, dalam buku Idul Rishan, Hukum dan Politik 

Ketatanegaraan, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 78. 

48 Nancy Bormeo, “On Democratic Backsliding”, Jurnal of Democracy, Vol. 27, Issue 1, 

Januari, 2016, hlm. 8, dalam Ibid, hlm. 80. 
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tidak berkuasa itu lebih gampang di ucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun, 

demokrasi tidak boleh melarang partai atau calon manapun ikut pemilihan umum, 

tanggungjawab menyaring pemimpin atau politisi otoriter justru terletak pada 

partai politik dan pemimpin partai, keduanya merupakan penjaga pintu 

demokrasi.49 

Kemunduran demokrasi seringkali dilakukan melaui upaya menghilangkan 

atau memperpanjang masa jabatan eksekutif atau secara sepihak mengubah aturan 

pemilihan sesuai dengan kehendak guna menguntungkan kalangannya. Selain itu, 

upaya pengeroposan demokrasi dapat pula dilakukan dengan upaya melakukan 

pengurangan terhadap hak pengawasan lembaga lain, pembatasan independensi 

lembaga yudisial dan media, menyalahgunakan keadaan darurat, serta pembentukan 

dan pengesahan undang-undang yang membatasa hak- hak yang dijamin oleh 

konstitusi dalam rangka mengurangi oposisi politik dan perbedaan pendapat.50 

B. Interpretasi Konstitusi 

1. Pengertian Interpretasi Konstitusi 

Penafsiran konstitusi atau interpretasi konstitusi atau constitutional 

interpretation merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang 

dasar. Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian 

konstitusionalitas suatu undang-undang karena hakim konstitusi pada saat 

memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang, mengetahui tafsiran 

dari ketentuan undang-undang yang akan diuji serta menafsirkan ketentuan 

                                                 
49 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Op. Cit, hlm. 13 
50 Idul Rishan, Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Op. Cit, hlm. 78. 
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konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji. Hal ini telah terjadi sejak pertama kali 

perkara judicial review pada kasus Marbury v Madison pada tahun 1803.51 

Indonesia mempunyai pengadilan konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi (MK) 

yang memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh 

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Keempat kewenangan yaitu menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar 

lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu dan satu 

kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Memutus perkara Pengujian Undang-Undang pada hakikatnya MK memutus 

apakah suatu ketentuan dalam suatu undang-undang yang diuji bertentangan atau 

tidak dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Untuk melaksanakan kewenangan 

tersebut tentu MK harus menggali makna dan menentukan pengertian dari 

ketentuan UUD NRI 1945 sehingga dapat dijadikan sebagai batu uji. Proses itu 

adalah proses interpretasi konstitusi. Penafsiran sesungguhnya dilakukan oleh DPR 

dan Presiden pada saat membentuk Undang-undang untuk melaksanakan UUD NRI 

1945. Namun karena UUD NRI 1945 menentukan bahwa Undang-undang dapat 

dimohonkan pengujian kepada MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 

dan dinyatakan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, maka penafsiran MK 

lah yang merupakan penafsiran akhir.52 

                                                 
51 Albert H Y Chen, “The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland 

Chinese Perspectives”, Hongkong  Law Journal, Vol. 30, No. 3, 2000, hlm. 381 
52 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran 

Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”, Jurnal 

Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 236 
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Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah 

atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan 

cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum 

jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi berarti memberikan keterangan atau 

penjelasan agar dapat dipahami maksudnya.53 Penafsiran konstitusi merupakan 

mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar 

dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung 

di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu sendiri.  

Penafsiran suatu konstitusi merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan 

dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan 

waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum 

itu diterapkan, kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak 

memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan 

kehidupan bernegara, untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode 

dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, 

sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan 

zaman.54 

Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 

1945 pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma-norma pasal/ ayat 

dalam undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam 

konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, 

                                                 
53 Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Juni 2014, 

hlm. 91 
54 Ibid, hlm. 92  
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apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan 

manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus 

menggunakan metode penafsiran. 

Metode-metode dalam menafsirkan konstitusi sangat beragam, para ahli juga 

mengemukakan banyak pandangan mengenai metode ini. Penafsiran yang paling 

memperoleh perhatian, yaitu penafsiran originalis dan non originalis dengan 

berbagai varian penafsiran yang melengkapinya. John H. Garvey dan T. Alexander 

Aleinikoff mengemukakan beberapa metode utama dalam melakukan penafsiran 

konstitusi, yaitu; Interpretivism/ Non-intepretivism; Textualism; Original Intent; 

Stare Decisis; Neutral principles; dan balancing atau kombinasi dari beberapa 

metode tersebut.55 

2. Interpretasi Konstitusi pada Sistem Common Law dan Civil Law 

Sistem adalah suatu struktur, kategoi atau konsep yang ada didalam suatu 

negara. Maka sistem hukum merupakan struktur hukum, konsep hukum yang 

berlaku di suatu negara.56 Sistem hukum juga berkaitan dengan adanya asas-asas 

yang mendukungnya. Secara garis besar, perihal interpretasi konstitusi terbagi 

menjadi dua yakni common law dan civil law. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa 

“kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda yaitu sistem hukum Eropa benua 

                                                 
55 Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, 

Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum 

Tekstual ke Hukum Progresif), Pusat Studi Konstitusi FH Andalas dan Sekretariat Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Padang dan Jakarta, 2010, hlm. 55, dalam 

Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Juni 2014, hlm. 92-93 
56 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 235 
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dan sistem hukum Inggris, orang juga lazim menggunakan sistem hukum civil law 

system dan common law system”.57 

Sistem hukum common law dan civil law mempunyai karakteristik berbeda, 

akan tetapi dalam hal interpretasi konstitusi tidak terdapat perbedaan yang besar 

karena semua sistem hukum membutuhkan kepaturahn terhadap beberapa standar 

interpretasi konstitusi yang fundamental dan dalam masyarakat demokratis 

keputusan pengadilan harus dibenarkan setidaknya untuk menghindari 

kesewenang-wenangan. Pada sistem common law, sehubungan dengan doktrin 

stare decisis58 dan asas preseden dalam interpretasi kontitusi menjadi perdebatan 

panjang, setidaknya terdapat empat ciri khas yakni (1) makna kata-kata dalam 

konstitusi; (2) niat dari penulis konstitusi; (3) preseden yang ditetapkan oleh hakim; 

dan (4) pertimbangan nilai.59  

Tradisi sistem hukum common law terjadi perbedaan dalam memberikan 

jawaban atas beberapa pertanyaan konstitusional: apakah hakim mamaksanakan 

nilai-nilai pribadi mereka melalui interpretasi yang pada gilirannya mencerminkan 

perubahan sosial dan apakah hakim diberi keleluasaan yang signifikan dengan 

menerapkan asas preseden. 

                                                 
57 Ibid. 
58 Stare decisis merupakan prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan 

hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan 

fakta dan isu serupa.  
59 Mher Arshakyan, “The Impact of Legal Systems on Constitutional Interpretation: A 

Comparative Analysis: The U.S. Supreme Court and the German Federal Constitutional Court”, 

German Law Journal, Vol. 14 No. 8. 2013, hlm. 1300  
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Begitu pula pada sistem civil law, terjadi perkembangan penafsiran konstitusi. 

Menurut Kommers, corak keterikan atas hukum positif yang merupakan ciri dari 

civil law berupa: (1) satu-satunya otoritas yang sah untuk pembuatan hukum adalah 

legislatif yang berdaulat; (2) hukum adalah suatu sistem tertutup dari aturan-aturan 

yang tersusun secara logis dan koheren secara internal; (3) peradilan, sebagai 

otoritas independen harus menafsirkan dan menerapkan undang-undang tertulis 

hanya dengan merujuk pada badan peraturan yang ada saat menyelesaikan 

perselisihan dan sesuai dengan kehendak legislatif.60 

Tradisi civil law dan konsep teoritis terbentuknya Mahkamah Konstitusi 

berdasarkan positivism, maka seharusnya penafsiran konstitusi terikat secara 

deduktif, tertutup dan silogisme. Peran hakim bersifat teknis menerapkan aturan 

dengan fakta-fakta melalui metode deduktif, dalam kenyataanya hal ini bertolak 

belakang, terdapat peran yang signifikan dari hakim dalam penafsiran konstitusi, 

bahkan dalam hal penafsiran konstitusi ketiga ciri tradisi civil law diatas tidak 

mengikat bagi hakim. Oleh sebab itu, terlepas dari perbedaan konseptual dalam 

common law dan civil law mengenai metode pengambilan keputusan peradilan dan 

sumber hukumnya, hakim harus dapat menyesuaikan hukum sesuai perkembengan 

zaman.61  

                                                 
60 Donald P. Kommers, The Constitusional Jurisprudence of The Federal Republic of 

Germany, Duke University Press Books, Durham USA, 2012, hlm. 124, dalam buku Muhammad 

Ilham Hermawan, Teori Penafsiran Konstitusional: Implikasi Pengujian Konstitusional di 

Mahkmah Konstitusi, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 154 
61 Muhammad Ilham Hermawan, Teori Penafsiran Konstitusional: Implikasi Pengujian 

Konstitusional di Mahkmah Konstitusi, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 154-155 
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Common law dan civil law tidak ada perbedaan yang signifikan diantara 

keduannya dalam interpretasi konstitusi, kedua sistem hukum tersebut tumbuh teori 

interpretasi konstitusi yang terlepas dari legal formal positivism. Interterpretasi 

konstitusi membutuhkan kepatuhan terhadap pencarian nilai-nilai fundamental 

yang terlepas dari sistem hukum, sehingga kepentingan keadilan dalam masyarakat. 

3. Aliran Interpretasi Konstitusi  

Terdapat dua bentuk aliran interpretasi konstitusi yakni originalism dan non 

originalism, keduanya memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai apa arti 

konstitusi dan apa yang seharusnya diartikan. Persoalan konstitusi harus diputuskan 

berdasarkan konstitusi dan hakim dalam memutuskan kasus-kasus konstitusional 

yang dihadapinya harus menginterpretasikan konstitusi. 

Sementara itu di negara-negara yang kuat dipengaruhi oleh tradisi hukum 

civil law (Eropa Kontinental) seperti Indonesia, lebih mengenal ragam metode 

penafsiran hukum yang diidentikkan pula dengan metode penafsiran konstitusi. 

Beberapa metode penafsiran hukum yang telah umum dikenal, seperti penafsiran 

gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, futuristik, ekstensif, dan 

restriktif. Jika dikaitkan dengan pemilahan pendekatan orisinalisme dengan 

nonorisinalisme maka metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan 

restriktif masuk dalam kategori originalism. Sedangkan metode penafsiran 

teleologis, komparatif, futuristik, dan ekstensif masuk dalam kategori non-

originalisme.62 

                                                 
62 Dodi Haryono, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 

Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 4, Desember 2021, 

hlm. 780 
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Perbedaan antara aliran originalism dan non originalism terletak pada 

keberadaan living constitution. Perdebatan yang terjadi tidaklah terjadi antara 

maksud perumus dengan makna objektif, melainkan antara “makna asli” dengan 

“makna saat ini”. Aliran originalism yang menolak legitimasi dari living 

constitution sedangkan non-originalism mendukung adanya living constitution. 

a. Originalism 

Menafsirkan konstitusi dengan menggunakan originalism tidaklah sederhana. 

Pertama, terdapat beberapa metode yang berbeda, antara lain, yaitu textual, original 

intent, dan original meaning. Kedua, tiap pendekatan juga memiliki cara yang 

berbeda, sehingga terkadang menjadi perdebatan tersendiri di kalangan 

originalism.63 

Originalism lebih menekankan penafsiran pada teks konstitusi berdasarkan 

pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. 

Menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang 

berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Dimana keputusan semata-mata 

didasari kepada pernyataan pada teks dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, 

makna dari kata-kata dalam konstitusi, memang multitafsir atau ambigu. Selain 

lebih menekankan pada teks, tapi juga pada sejarah pembetukan konstitusi.64 

Aliran originalism memberlakukan konstitusi berarti memberlakukannya 

sebagaimana dipahami oleh perumus awalnya. Pencarian makna awal menurut 

                                                 
63 Pan Mohamad Faiz, “Membedah Originalism”, 2020, dalam 

https://panmohamadfaiz.com/2020/03/05/membedah-originalism/, diakses pada tanggal 01 April 

2023, pukul 01.34 WIB 
64 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran 

Konstitusi….”, Op. Cit, hlm. 240 

https://panmohamadfaiz.com/2020/03/05/membedah-originalism/
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originalism untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah makna khusus 

suatu teks konstitusi sesuai niat perumus (original intens atau subjective intent). 

Jadi makna teks adalah tetap tidak akan berubah, tidak bervariasi dan tidak 

mengikuti maksud dari interpreternya (sang penafsir).  Pemahaman asli dari sang 

perumus konstitusi akan mengikat secara hukum, sehingga mengalahkan 

pemahaman yang berbeda pada generasi yang akan datang. Sedangkan original 

meaning atau objective intens adalah penafsiran konstitusi tidak berdasarkan 

maksud subjektif dari perancang konstitusi, akan tetapi fokus mencari makna tujuan 

dari istilah teks konstitusi yang digunakan.65 

Sebuah konstitusi yang diberlakukan berdasarkan aturan mayoritas yang ketat 

memungkinan akan diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, 

menggunakan proses amandemen untuk memperbarui konstitusi lebih baik 

daripada menggunakan pengadilan konstitusi untuk memperbaruinya melalui 

putusan pengadilan konstitusi. Mengikuti makna asli konstitusi dalam hal ini 

original intens, walaupun dianggap tidak sempurna, hal itu lebih baik daripada 

menggunakan living constitution (non-originalis).66 Akan tetapi dalam proses 

amandemen itu seseorang dapat menetapkan niat untuk kelompoknya dengan 

berbagai tujuan dan harapan, dimana untuk mencapai keputusan tersebut ditempuh 

melalui proses tawar-menawar atau terjadinya kompromi politik.67 

                                                 
65 Muhammad Ilham Hermawan, Teori Penafsiran Konstitusional…Op. Cit, hlm. 163 
66 John O. McGinnis & Michael B. Rappaport, “Originalism and the Good Constitution”, 

The Georgetown Law Journal, Vol. 98, No. 1693, 2010, hlm. 1773.  
67 Frank B. Cross, The Failed Promise of Originalism, Stanford University Press, 

California, 2013, hlm. 25 dalam Muhammad Ilham Hermawan, Teori Penafsiran 

Konstitusional…Op. Cit, hlm. 162 
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b. Non Originalis 

Aliran non originalis berbeda dengan aliran originalism, alasan yang kuat 

bahwa penggunaan penafsiran non originalis (non original intent) oleh hakim 

merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus 

sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum sebagai berikut:68 

1. Para perancang konstitusi mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin 

keinginan-keinginan mereka yang bersifat spesifik nantinya akan 

mengontrol interpretasi;  

2. Tidak ada satupun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-

cara yang dapat digunakan pemerintah di masa yang akan datang untuk 

menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim 

untuk mengisi kekosongan itu. 

3. Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bahkan sifatnya 

sementara dan acapkali mustahil untuk ditentukan;  

4. non originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat 

terjadi karena penafsiran yang tidak fleksible terhadap suatu ketentuan 

dalam konstitusi yang tidak lagi mampu memenuhi maksud asli dari 

ketentuan itu; dan 

5. non originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan 

pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal-hal, seperti 

perlakuan yang sama terhadap orang-orang (kulit hitam), kaum 

perempuan, dan kaum minoritas lainnya. 

 

Independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran 

yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode 

penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam 

menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-

undang, tetapi juga berfungsi corong keadilan sebab hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat (keadilan substantif).  

                                                 
68 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya 

Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 

hlm. 289-290 
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Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya menerapkan berbagai metode 

interpretasi konstitusi melalui putusan-putusannya dapat mengembangkan dan 

menghidupkan UUD agar tetap aktual atau yang dikenal dengan sebutan living 

constitution, dalam menghadapi tantangan globalisasi hukum juga penyesuaian 

tradisi hukum sesuai dengan kebutuhan hukum yang dicita-citakan sebagaimana 

telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila.69 Oleh sebab itu, 

UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang hidup sekaligus memiliki 

dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual.  

Interpretasi konstitusi semata-mata hanya didasarkan pada maksud pembentuk 

undang-undang dasar, maka Undang-Undang Dasar atau konstitusi tidak akan dapat 

berfungsi mengatur masyarakat modern. Living constitution menekankan bahwa 

dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan 

masyarakat saat ini.70 

C. Lembaga Peradilan Peneyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 

Peranan lembaga peradilan yaitu memberikan tempat bahkan membantu 

kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-

pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Peran lembaga 

peradilan pada dasarnya berupaya memperjelas rumusan-rumusan hukum yang 

sifatnya masih abstrak. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan sangat penting 

demi terwujudnya negara hukum. Lembaga peradilan sangat diperlukan sebagai 

                                                 
69 Fakhris Lutfianto Harahap dan Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian 

Konstitusionalitas.....”, Op. Cit,  hlm, 148 
70 Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Depok, 2011, hlm. 88 
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sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat menyelesaikan perkara. Lembaga 

peradilan harus mampu melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara hukum pancasila juga 

memerlukan lembaga peradilan dalam rangka menunjang atau menegakkan 

supremasi hukum.71 

Pemilihan kepala daerah adalah wujud dari demokrasi prosedural lokal yang 

harus dilindungi. Bentuk perlindungan salah satunya haruslah tersedia perangkat 

aturan yang menjadi payung hukum baik itu pelaksanaan, mekanisme dan tata cara 

proses penyelesaian sengketa. Terdapat lima lembaga yang berwenang 

menyelesaikan persoalan hukum pilkada yakni Mahkamah Konstitusi yang 

memutus perselisihan hasil pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP) yang memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memutus sengketa proses pemilu, Sentra 

Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu)72 dan Pengadilan Negeri (PN) yang 

menangani pidana pemilu, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

yang memutus pelanggaran administrasi pemilu.73 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa 

perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 

menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

                                                 
71 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Op. Cit, hlm. 10. 
72 Baca Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik 

Indonesia, No. 14 Tahun 2016, No. 01 Tahun 2016, No. 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan 

Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota  
73 Rini Kustiasih, “Peradilan Khusus Pemilu Mendesak Dibentuk”, Kompas, 2020, dalam 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/08/03/peradilan-khusus-pemilu-mendesak-dibentuk, 

diakses pada 05 April 2023, pukul 00.12 WIB.   

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/08/03/peradilan-khusus-pemilu-mendesak-dibentuk
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pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum”. Persoalannya disini adalah konstitusi hanya menyatakan hasil pemilihan 

umum, tidak ada kata tentang pemilihan kepala daerah. Namun, dengan adanya 

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, tidak membedekan rezim pemilu dan pilkada 

lagi, sehingga pilkada termasuk rezim pemilu. 

Dinamika ketatanegaraan Indoensia dalam hal tarik ulur pemberian 

kewenangan kepada MK untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan 

umum kepala daerah itu terjadi, desain awal lembaga yang berwenang untuk 

mengadili perselisihan sengketa hasil pilkada yang diatur pada awalnya dalam Pasal 

106 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004, kemudian terjadi perubahan dalam Pasal 236C 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian terjadi 

perubahan lagi berdasarkan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang diputuskan 

pada tanggal 6 Mei 2014, menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang No. 12 

Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga MK 

tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, akan tetapi selama 

belum ada UU yang mengatur hal tersebut MK masih mempunyai kewenangan.74 

Perubahan terjadi lagi pasca putusan MK, terbitlah Perppu No. 1 Tahun 2014 

dan disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015, lembaga penyelesaian sengketa hasil 

                                                 
74 Lihat Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, hlm. 63 
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Pilkada diletakkan di tangan Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah 

Agung dengan dasar hukum Pasal 157 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015. Terjadi 

perubahan kembali berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, sebelum 

badan peradilan khusus terbentuk, kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada 

masih dijalankan oleh MK.  

Amanat Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara 

eksplisit membatasi kewenangan MK untuk mengadili sengketa perselisihan hasil 

pilkada hingga terbentuknya peradilan khusus pemilu yang wajib dibentuk sebelum 

pelaksanaan pemilu serentak nasional pada tahun 2024, kenyataannya peradilan 

khusus pemilu tersebut belum kunjung dibuat oleh pemerintah. 

Keberadaan badan peradilan khusus pemilu juga dikenal di negara-negara lain 

di dunia. Beberapa negara yang belum mapan kekuatan yudikatifnya memasrahkan 

badan peradilan pemilu kepada badan legislatif. Ada pula negara yang 

menyerahkan peradilan pemilu itu kepada mekanisme yang ada di bawah peradilan 

umum, seperti Australia, Kanada, Jepang, dan India. Sejumlah negara lain 

membangun badan peradilan khusus pemilu yang posisinya setara dengan MK dan 

Mahkamah Agung (MA), yakni Brasil, Urugay, dan Meksiko. Negara lain di Eropa 

Timur memasrahkan peradilan pemilu kepada MK.75 

 Persoalan belum dibuatnya peradilan khusus pemilu di Indonesia itu 

terselesaikan ketika organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi 

(Perludem) mengajukan permohonan ke MK dan terlebitlah putusan MK No. 

85/PUU-XX/2022. Dimana putusan tersebut menyatakan tidak membedekan rezim 

                                                 
75 Ibid. 
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pemilu dan pilkada lagi, sehingga pilkada termasuk rezim pemilu76 dan MK 

mempunyai kewenenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada secara 

pemanen tidak sementara lagi menunggu lembaga peradilan khusus.77 Jika MK 

tetap diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, maka 

terlebih dahulu dilakukan perubahan atas ketentuan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 

24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya terminologi Pilkada harus terlebih 

dahulu disamakan dengan terminologi Pemilu. Namun demikian, perubahan 

tersebut sebaiknya dilakukan melalui tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945 

yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.  

Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekhususan untuk diajukan sebagai 

lembaga penyelesai sengketa (perselisihan) pilkada langsung, meskipun bersifat 

sementara, karena Mahkamah Konstitusi sudah berpengalaman dalam 

menanganinya. Aspek kekuatan akademisi dan praktisi yang menjadi latarbelakang 

hakim MK dan proses peradilan cepat yang selama ini bisa diimplementasikan MK, 

apalagi pilkada kali ini akan dilaksanakan secara serentak, sehingga membutuhkan 

hakim-hakim kapatibel untuk menanganinya. 

Pelaksanaan pilkada langsung tidak menutup kemungkinan timbul sengketa, 

yang salah satu bentuknya adalah sengketa hasil pilkada langsung. Sengketa hasil 

pilkada langsung tersebut harus diselesaikan dengan tata cara yang sesuai dengan 

hukum (due process of law) termasuk lembaga yang berwenang. Terkait dengan hal 

                                                 
76 Baca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, hlm. 40 
77 Ibid, hlm. 42 
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tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut 

memiliki politik hukum (legal policy) yang berbeda-beda.78 

Banyaknya norma tentang siapa lembaga yang berwenang mengadili sengketa 

hasil pilkada, tentu merumitkan pelaksanaan pilkada di lapangan. Oleh karena itu, 

perlu ditata ulang dalam satu peraturan UU yang komprehensif mengatur peradilan 

pemilu yang didaamnya masuk juga pilkada, sehingga perlunya RUU peradilan 

pemilu masuk dalam prolegnas DPR RI.  

Pelaksanaan peradilan pemilu untuk mengadili sengketa perselisihan hasil 

pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilu kepala daerah masih berdasarkan 

pada ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi bukan Undang-

Undang. Hal ini tentu saja membawa permasalahan tersendiri terutama terkait 

dengan kepastian hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan 

hasil pemilu kepala daerah di MK. Bahkan jika dilihat dari sifat peradilan cepat 

(speedy trial) dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan 

hasil pemilu kepala daerah yang mengharuskan MK memutus dengan cepat seluruh 

sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilu kepala 

daerah yang diterimanya 

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak hanya 

menjadi kontestasi pemilu namun juga pilkada. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

hukum acara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan hasil 

                                                 
78 Yonata Harefa, Haposan Siallagan dan Hisar Siregar, “Urgensi Pembentukan Badan 

Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, Nommensen Journal of 

Legal Opinion, Vol. 01, No. 01, Juli 2020, hlm. 140  
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pemilu kepala daerah yang komprehensif dalam bentuk undang-undang untuk 

menjadi dasar bagi MK untuk mengadili dan memutus sengketa tersebut.  

Pembentukan RUU Peradilan pemilu akan menjadi momentum untuk 

menyelaraskan pengaturan waktu antara sengketa perselisihan hasil pemilihan 

umum dan perselisihan hasil pemilu kepala daerah yang kedepannya akan 

diselenggarakan secara berdekatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk 

memudahkan proses hukum acara dan meminimalisir biaya peradilan bagi para 

pencari keadilan substansial pemilu. Jika Peradilan pemilu bisa dibentuk, tentu saja 

diantaranya dengan belajar pada paradigma dan sistem penyelesaian perselisihan 

pilkada langsung yang pernah ditangani MK, maka barangkali hal ini akan menjadi 

solusi terbaik untuk mengurangi beban MK. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

PERGESARAN PENYELESIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH PASCA REFORMASI & IMPLIKASI PERGESERAN 

TERSEBUT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA REFORMASI 

A. Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca 

Reformasi  

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung telah dikenal semenjak  

diadopsinya Pilkada langsung di dalam UU No. 32 Tahun 2004. Selanjutnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut memberikan kewenangan kepada 

Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Hal tersebut 

ditentukan di dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004.79 

 Terhitung empat kali pergeseran penyelesaian sengketa hasil pasca reformasi 

menunjukan kondisi kebimbangan terhadap lembaga mana yang berwenang 

menangani perselisihan hasil Pilkada, untuk saat ini Mahkamah Konstitusi yang 

berwenang menyelesaikan sengkata hasil Pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah 

                                                 
79 Pasal 106 ayat (1)  UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan “Keberatan terhadap penetapan 

hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon 

kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. 

 Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004  menyatakan “Keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya 

pasangan calon”. 

Pasal 106 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan “Pengajuan keberatan kepada 

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi 

untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri 

untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota”. 
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Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, seteleh selesainya Pilkada serentak 2024 

belum tentu akan tetap ditangani oleh MK. 

1. Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada yang Pertama 

Pergeseran penyelesaian sengketa hasil pilkada pasca reformasi yang pertama 

terjadi pada tahun 2008 berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2008).80 Pada 

awalnya penyelesaian sengketa hasil pilkada diberikan kewenangannya kepada MA 

berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 200481 beralih kepada MK 

berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008.  

Pergeseran desain pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi diikuti 

dengan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Salah satu menifestasi dari proses tersebut adalah terciptanya Pilkada untuk 

memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil 

Walikota sebagai pelaksanaan dari amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Sejak pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 

2005, ketika ada Pilkada kemungkinan ada kecurangan diselesaikan dengan 

gugatan sengketa hasil Pilkada, hal ini semakin mewarnai berbagai dinamika politik 

                                                 
80 Pasal 236C  UU No. 12 Tahun  2008, menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil 

penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung 

dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-

Undang ini diundangkan”. 
81 Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa “Keberatan terhadap 

penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh 

pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” 
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ditataran empiris, hal ini juga membawa implikasi pada dinamika hukum yang 

ada.82 

Implikasi dari lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tersebut tidak hanya terjadi 

pada ruang lingkup penyelesaian Pilkada, melainkan diruang lingkup mekanisme 

Pilkada secara langsung oleh rakyat,83 sebelumnya dipilih oleh DPRD.84 

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik tersebut, untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel dan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah perlu 

dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.  

Mekanisme ini dipilih sebagai langkah koreksional pembentuk undang-undang 

terhadap mekanisme demokrasi perwakilan yang diterapkan berdasarkan UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dipercaya akan lebih 

mendekati makna demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945 dibandingkan dipilih oleh DPRD. 

Mahkamah Agung semenjak tahun 2005 menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 

langsung. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 24A 

                                                 
82 Gamawan Fauzi, Demokrasi Lokal: Sengketa Pilkada, Putusan MK, dan Pelaksanaan 

Putusan MK, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 31. 
83 Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan “Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. 
84 Pasal 34 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, menyatakan “Pengisian jabatan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”. 

Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan 

adalah bahwa calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dipilih secara berpasangan. 

Pemilihan secara bersamaan ini dimaksudkan untuk menjamin kerja sama yang harmonis antara 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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UUD NRI 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang”. Redaksi pasal “mempunyai wewenang lainnya yang berikan oleh 

undang-undang” menjadi dasar Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, 

menyatakan bahwa “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada 

Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Konstitusi mengizinkan MA 

mempunyai kewenangan tambahan melalui Undang-Undang.  

Mahkamah Agung berikan kewenangan oleh Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 

Tahun 2004 untuk menangani sengketa hasil Pilkada. Pada tahun 2005 Pilkada Kota 

Depok terjadi sengketa hasil. Pada tanggal 4 Agustus 2005 Pengadilan Tinggi Jawa 

Barat mengeluarkan Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg yang menyatakan Pasangan 

Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun 

Wirasaputra membatalkan hasil perhitungan suara Pilkada kota Depok dan 

menetapkan hasil penghitungan suara baru serta memenangkan pasangan Badrul 

Kamal dan Syihabuddin Ahmad, kemudian pada tanggal 16 Desember 2005 telah 

muncul Putusan MA No. 01 PK/PILKADA/2005 yang membatalkan Putusan 

Pengadilan Tinggi Jawa Barat serta memenangkan kembali pasangan Nur Mahmudi 

Ismail dan Yuyun Wirasaputra. Pasca Putusan MA No. 01 PK/PILKADA/2005, 

Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad mengajukan permohonan gugatan ke 
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Mahkmah Konstitusi dan permohonan gugatan itu tidak dapat diterima oleh MK 

karena bukan ranah MK melakukan sengketa hasil Pilkada.85 

Pelaksanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 tersebut, 

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 

2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap hasil pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dari KPUD provinsi dan KPUD 

kabupaten/kota. Selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan, diantaranya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

Perppu tersebut hanya merivisi Pasal 90 ayat (1)86 dan diantara Pasal 236 dan BAB 

XVI Ketentuan Penutup disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 236A dan Pasal 

236B,87 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi 

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

                                                 
85 Putusan MK No. 001/PUU-IV/2006, hlm. 68-71 
86 Pasal 90 ayat (1) Perppu No. 3 Tahun 2005, menyatakan “Jumlah Pemilih di setiap TPS 

paling banyak 600 (enam ratus) orang.” 
87 Pasal Pasal 236A Perppu No. 3 Tahun 2005, menyatakan “Dalam hal di suatu daerah 

pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di 

seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat 

pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” 

Pasal 236B Perppu No. 3 Tahun 2005, menyatakan “Untuk kelancaran pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat 

memberikan dukungan.” 
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Pergeseran penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh MA kepada MK 

berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008. Oleh sebab itu Mahkamah 

Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 

yang di berlakukan mulai tanggal 23 Oktober 2008. Pergeseran penyelesaian 

sengketa hasil Pilkada dari MA kepada MK dilatarbelakangi dengan adanya 

Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 terkait pengujian UU No. 32 Tahun 2004 

dan terpengaruh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 

2007). 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “secara konstitusional, pembuat 

undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan 

perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 

sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 

1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada 

langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 

1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan 

Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
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undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang”.88 

Terdapat tiga hakim konstitusi yang memberikan (Dissenting Opinion) dalam 

Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 yakni Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., 

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S dan Maruarar Siahaan, S.H. Pada intinya 

ketiga hakim tersebut menganggap Pilkada termasuk kategori Pemilu.89 Penulis 

akan mengutip pendapat Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, menyatakan bahwa Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung, menurut Pasal 56 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberlakukan pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pilkada langsung). Dari sudut pandang 

konstitusi, Pilkada langsung adalah Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud 

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”90 

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tergolong 

pemilihan umum (Pemilu) dalam makna general election menurut Pasal 22 E ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945, mengapa Pilkada langsung tidak termaktub dalam pasal 

konstitusi dimaksud? Hal dimaksud harus diamati dari sudut penafsiran sejarah 

(historische interpretatie). Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berlaku pada 

Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR-

                                                 
88 Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004, hlm. 115 
89 Ibid, hlm. 117-132 
90 Ibid, hlm. 117 
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RI ke 7 (lanjutan 2), Sidang Tahunan MPR-RI pada tanggal 9 November 2001. 

Ketika itu, Pilkada langsung belum merupakan gagasan (ide) konstitusi dari 

Pembuat Perubahan Konstitusi. Para perumus rancangan perubahan UUD 1945 

belum merupakan gagasan Pilkada secara langsung melainkan masih menganggap 

Pilkada melalui DPRD. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

menganut sistem pemilihan secara tidak langsung, sebagaimana termaktub pada 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-

masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih 

secara demokratis”.91 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berlaku atas dasar Perubahan Kedua UUD 1945 

dikala tanggal 18 Agustus 2000, menganut sistem pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah secara tidak langsung, sebagaimana dianut dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdahulu, yakni 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Tatkala Perubahan 

Ketiga UUD NRI Tahun 1945 di kala tahun 2001, Pembuat Perubahan UUD belum 

ternyata mengadopsi sistem Pilkada langsung dalam konstitusi. Tatkala Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberlakukan 

sistem Pilkada langsung maka seharusnya secara konstitusional, Pilkada langsung 

digolongkan selaku Pemilu menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Namun 

pembuat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 keliru tatkala Pilkada langsung 

dirujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mencerminkan moment opname 

                                                 
91 Ibid, hlm. 117-118 
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Pilkada secara tidak langsung menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, 

bukan me-refer Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.92  

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 072-

073/PUU-II/2004, maka penulis menyimpulkan bahwa Pilkada langsung tidak 

termasuk dalam kategori Pemilu sebagaimana di maksud dalam Pasal 22E ayat (2) 

UUD NRI 1945, namun Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil 

untuk mengimplementasikan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Pembentuk 

Undang-Undang memang dapat menentukan apakah Pilkada di masukkan dalam 

rezim pemilu atau di masukkan dalam rezim pemerintahan daerah. Penulis melihat 

ada perbedaan cara menafsirkan konstitusi (interpretasi konstitusi), ketiga hakim 

yang Dissenting Opinion menggunakan interpretasi konstitusi aliran non originalis dan 

ketujuh hakim menggunakan aliran originalism. 

Semenjak di terbitkannya UU No. 22 Tahun 2007 yang mana pada tahun 2005 

sampai tahun 2007 berlaku rezim pemerintahan daerah dalam konteks 

penyelenggara Pilkada melalui UU No. 32 tahun 2004, dengan di terbitkannya UU 

No. 22 Tahun 2007 tersebut maka pilkada di kategorikan masuk pada rezim pemilu. 

Hal ini juga diperjelas pada Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007,93 

dengan sendirinya, seluruh ketentuan yang terkait penyelenggaraan pilkada dalam 

UU No. 32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  

                                                 
92 Ibid. 
93 Pasal 1 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2007, menyatakan “Pemilu kepala daerah dan wakil 

kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.  

Pasal 1 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007, menyatakan “Penyelenggara Pemilihan Umum 

adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, 

serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”. 
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Konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 22 

Tahun 2007 adalah kewenangan memutus sengketan hasil Pilkada beralih ke 

Mahkamah Konstitusi dikarenakan dalam konstitusi telah di tentukkan bahwa yang 

berwenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah MK.94 Oleh sebab itu 

diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2008, dimana pada pasal 236C Undang-Undang 

tersebut memerintahkan dilakukannya pergeseran penanganan sengketa hasil 

Pilkada dari MA kepada MK. 

Kewenangan MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilkada berdasarkan Pasal 

236C UU No. 12 Tahun 2008 merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 1 ayat (4) 

dan (5) UU No. 22 Tahun 2007, walaupun MK mempunyai kewenangan memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 

NRI 1945, telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilihan umum yang 

merujuk pada pasal 22E UUD 1945 tapi tidak selaras dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 

NRI 1945, secara tekstual kewenangan yang di miliki Mahkamah Konstitusi 

berdasarkan pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut hanya sesuai dengan 

pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemilu. Sehingga perlu 

disesuaian dan diharmoniskan terhadap ketiga pasal tersebut. 

Terminologi Pilkada pada awal mulanya berubah menjadi Pemilihan Umum 

Kepala Daerah (Pemilukada) melalui Pasal 1 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Pemilu kepala 

                                                 
94 Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 
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daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan 

wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”.  

Terminologi Pemilukada berubah dengan adanya Pasal 1 ayat (4) UU No. 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan “ Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan 

walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”, lebih lanjutnya istilah pemilukada bergeser menjadi pemilihan kepala 

daerah akan dibahas lebih dalam di pembehasan pergeseran penyelesaian sengketa 

hasil Pilkada yang kedua. 

2. Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada yang Kedua 

Peregeseran penyelesaian sengketa hasil pilkada pasca reformasi yang kedua 

terjadi melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 diicatat dalam buku register 

perkara konstitusi pada tanggal 18 November 2013 dengan Nomor  97/PUU-

XI/2013 yang telah diperbaiki dan diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 

13 Desember 2013. Penempatan MK sebagai lembaga penyelesaian perselisihan 

hasil pilkada justru dibatalkan oleh MK sendiri melalui Putusan MK No. 97/PUU-

XI/2013. Mahkamah Konstitusi berpendapat “Pilkada bukan termasuk dalam 

ruang lingkup pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya bukanlah 

menjadi ruang lingkup Mahkamah. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan menyalahi asas “lex superiori derogat legi inferiori”, karena Pasal 22E 
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ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan 

kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa 

Pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi”.95 Oleh karena itu MK tidak 

mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pilkada karena Pasal 236C 

UU No. 12 Tahun 2008 bertentangan dengan bertentangan Pasal 22E ayat (2) UUD 

NRI 1945. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum 

serta kekosongan hukum  lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan 

hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang 

mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 

umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.96  

Penulis akan membahas lebih dalam perihal Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 

sebelum berpindah pembahasan pasca Putusan MK pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Perppu No. 1 Tahun 

2014). Bahwa para pemohon mengajukan pengujian konstitusional Pasal 236C UU 

No.12 tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) yang 

menurut pemohon bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.97 

Secara yurudis kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan 

sengketa suatu perselisihan tentang penetapan hasil pemilihan umum tertuang 

                                                 
95 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, hlm. 52 
96 Ibid, hlm. 62  
97 Ibid, hlm. 5-6 
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dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, oleh sebab itu MK disamping 

berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, juga adalah 

pengawal demokrasi (The Guardian and the sole interpreted of consitution, as well 

as guardian of the proses of democratization).98 

Berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut, dengan 

menggunakan teori interprestasi konstitusi aliran originalism menggunakan metode 

original intent. Aliran originalism memberlakukan konstitusi berarti 

memberlakukannya sebagaimana dipahami oleh perumus awalnya. Pencarian 

makna awal menurut originalism untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, 

apakah makna khusus suatu teks konstitusi sesuai niat perumus (original intens atau 

subjective intent). Jadi makna teks adalah tetap tidak akan berubah, tidak bervariasi 

dan tidak mengikuti maksud dari interpreternya (sang penafsir).  Pemahaman asli 

dari sang perumus konstitusi akan mengikat secara hukum, sehingga mengalahkan 

pemahaman yang berbeda pada generasi yang akan datang.99 Yang di maksud 

Pemilu menurut 22E ayat (2) UUD 1945 adalah pemilihan DPR, DPD, Presiden 

dan Wakil Presiden dan DPRD, sehingga penanganan perselisihan hasil Pilkada itu 

bukan masuk dalam kategori Pemilu, oleh karen itu sudah tepat dalam ketentuan 

Pasal 10 ayat (1) huruf “a” hingga “d” UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah 

Konstitusi, dimana tidak mambahkan “kewenangan lain yang diberikan oleh 

undang-undang”, berbeda dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 tahun 2009 

yang menyatakan “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”, hal ini 

                                                 
98 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Konstitusi 

Press, Jakarta, 2006, hlm. 95 
99 Muhammad Ilham Hermawan, Teori Penafsiran Konstitusional…Op. Cit, hlm. 163 
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bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena tidak menyebutkan 

kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini berbeda dengan 

Mahkamah Agung diberikan kewenangan lain diatur oleh Undang-Undang.100 Hal 

ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas “Lex superiori 

derogat legi inferiori”. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusan tersebut “kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus 

kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif 

terhadap UUD 1945, pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 harus 

dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk 

memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan 

dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Makna tersebut dipegang teguh dalam 

Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 halaman 82-83, antara lain 

mempertimbangkan, “..Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki 

oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota 

Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf 

sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang 

mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para 

anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika 

membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa 

                                                 
100 Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili 

pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” 
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“...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu 

untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim 

pemilu” Pada bagian lain putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan “Pasal 

22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan 

umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.101 

Berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 pada halaman 59-60, penulis 

berpendapat jika Pilkada mejadi bagian dari Pemilu sehingga menjadi kewenangan 

MK untuk meyelesaikan perselisiihan hasilnya, tidak sesuai dengan teori 

interpretasi konstitusi aliran originalism metode textual dan original intent dari 

pemaknaan Pemilu dan penambahan kewenangan mahkmah konstitusi untuk 

mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas 

makna Pemilu dengan dasar Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 adalah inkonstitusional.  

Permohonan pengujian konstitusional Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 dan 

Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 tahun 2009, bertentangan dengan pasal 1 ayat 

(3), Pasal 22E ayat (2), dan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.102 

Berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan Pasal 1 ayat (4) Undang-

Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (selanjutya disebut 

UU No. 15 Tahun 2011)103 terminologi Pemilukada berubah menjadi Pilkada, 

                                                 
101 Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, hlm. 59-60 
102 Ibid, hlm. 63 
103 Pasal 1 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2011, menyatakan “Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis 
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sehingga berlandaskan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota (selanjutnya disebut Perppu No. 1 Tahun 2014), sekaligus DPR 

mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015). Pasal 157 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

2015, pergeseran lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkada diletakkan di tangan 

Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.104 Pada awalnya lembaga 

yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada adalah Mahkamah 

Konstitusi menjadi bergeser kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi 

disetiap Provinsi. Dengan demikian terjadinya pergeseran kedua penyelesaian 

sengketa hasil Pilkada. 

3. Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada yang Ketiga 

Seringnya perubahan politik pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terdapat 

dua istilah dalam hal menggambarkan politik pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota yakni penggunaan istilah pilkada dan pemilukada. Kedua istilah itupun 

pada dasarnya memiliki pemaknaan yang berbeda. Istilah Pilkada kepanjangannya 

Pemilihan kepala daerah, sedangkan Pemilukada kepanjangannya Pemilihan umum 

kepala daerah. Pemilukada adalah istilah ketika pemilihan kepala daerah masuk ke 

                                                 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 
104 Pasal 157 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan “Dalam hal terjadi 

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan 

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”. 
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dalam rezim pemilu, istilah ini muncul setelah Putusan MK Nomor 72-73/PUU-

II/2004 selanjutnya ditindak lanjuti dengan pengertian Pemilukada diatur dalam 

Pasal 1 ayat (4) UU No 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Selanjutnya dalam UU No 15 Tahun 2011, istilah Pemilukada bergeser menjadi 

Pilkada berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang 

menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota adalah Pemilihan 

untuk Memilih Gubernur, Bupati, Walikota secara Demokratis dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undan Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan dijelaskan juga pada Pasal 1 ayat (1) 

Perppu No. 1 Tahun 2014, menyatakan “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan 

Walikota secara langsung dan demokratis”. 

Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (2)  UUD NRI 1945 bersifat limitative 

sesuai dengan original intent yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk 

memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD. Sehingga 

perluasan makna Pemilu yang mencakup Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota hal itu tidaklah tepat. 
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Pilkada bukan termasuk kategori pemilu melainkan termasuk kategori 

Pemerintah Daerah maka istilah yang digunakan adalah  Pemilihan Kepala Daerah 

bukan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah, istilah ini sesuai dengan Pasal 1 

ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan “Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis. Sehingga istilah Pemilukada berganti menjadi Pemilihan, apalagi di 

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut tidak disebutkan satu pasal 

menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu Pilkada dan Pemilu 

dua hal yang berbeda. 

Pergeseran ketiga penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang awalnya di 

Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung bergeser kepada badan 

peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU No.  8 Tahun 

2015 dan Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016.105 Namun, sebelum badan 

peradilan khusus terbentuk, kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada masih 

ditangan MK, hal itu dijelaskan pada Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 dan 

Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016.106 Dalam Pasal 157 UU No. 8 Tahun 

2015 dan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 terdapat sama-sama 10 ayat didalam 

                                                 
105 Pasal 157 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan 

“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus” 
106 Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 

menyatakan “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan khusus” 



75 

 

Pasal 157 dikedua UU tersebut, hanya ayat (5) dan ayat (7) yang direvisi perihal 

pergantian redaksi “3x24 jam” menjadi “3 hari kerja”. Sehingga penulis akan 

menyebutkan secara sederhana Pasal 157 ayat (1) dan (3) UU No. 10 Tahun 2016 

saja dan tidak dibarengi penyebutan Pasal 157 (1) dan (3) UU No. 8 Tahun 2015. 

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 memberikan kewenangan 

kepada MK untuk menangani perkara sengkata hasil Pilkada, justru hal ini tidak 

sesuai dengan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa MK 

tidak berwenang menangani perselisihan sengketa hasil Pilkada. Menurut pendapat 

penulis Pasal 157 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sudah sesuai dan konstitusional 

dengan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 karena kewenangan untuk menangani 

sengketa hasil diletakkan ditangan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi. 

Kesalahannya terletak pada redaksi Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tanpa 

menambahkan redaksi “perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili 

oleh badan peradilan khusus dibawah naungan Mahkamah Agung”. Sehingga 

badan peradilan khusus ini tidak jelas dibawah naungan MA atau berdiri sendiri 

menjadi lembaga tersendiri tanpa dibawah naungan MA dan MK. 

Ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyisakan 

kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut perlu diselaraskan dengan Putusan MK 

No. 97/PUU-XI/2013. Seharusnya Pasal 157 ayat (1) – (9) UU No. 1 Tahun 2015 

tidak perlu dilakukan perubahan. Pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan yang 

susah diimplementasikan membuat badan peradilan khusus hingga saat ini.  

Penyebab dilakukannya perubahan UU No. 1 Tahun 2015 menjadi UU No. 8 

Tahun 2015 karena menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga 
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perlu disempurnakan. Terdapat tujuh kendala yang perlu disempurnakan sebagai 

berikut:107 

a. Penyelenggara Pemilihan 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan 

bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai 

konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 

22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota. Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara 

tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga 

penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam Undang-

Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan 

umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan 

umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan 

menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 

Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diatur di 

dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan tahapan uji publik, 

menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 enam bulan dalam 

penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang-Undang ini bermaksud 

menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan 

efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa 

harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis. 

 

c. Pasangan Calon 

Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. 

Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti 

mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket 

 

d. Persyaratan Calon Perseorangan 

Penambahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimaksudkan agar 

calon yang maju dari jalur perseorangan benar-benar menggambarkan dan 

merepresentasikan dukungan riil dari masyarakat sebagai bekal untuk maju 

ke ajang Pemilihan 

 

e. Penetapan calon terpilih 

                                                 
107 Lihat penjelasan atas  UU No. 8 Tahun 2015, hlm. 1-3 
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Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan 

Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, 

perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu 

putaran, namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala 

daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan 

bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan 

sebagai pasangan calon terpilih. 

 

f. Persyaratan Calon 

Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini bertujuan 

agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, 

integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. 

 

g. Pemungutan suara secara serentak 

Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak 

secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu disempurnakan 

mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama 

dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang ini 

memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional tersebut 

dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak 

terlalu lama dan masa jabatan penjabat yang tidak terlalu lama; kesiapan 

penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu 

Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada 

tahun 2019. 

Kendala yang disempurnakan mempunyai tujuh poin menurut penjelasan atas  

UU No. 8 Tahun 2015, kendala pertama sangat berkaitan dengan penelitian ini. 

Penulis berpendapat kendala pertama sangatlah tidak tepat karena batu uji Pasal 

22E ayat (2) UUD NRI 1945 terdahap Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 

24C ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf “e” UU No. 48 Tahun 

2009. Didalam penjelasan umum tersebut menyebutkan hanya Pasal 22E, tidak 

dibarengi dengan ayat (2) sehingga konsekuensinya seluruh ayat Pasal 22E 

dipersoalkan oleh pemohon dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Sehingga 

frasa “maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak 

berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” tidak 
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tepat karena salah batu ujinya. Hal yang paling fundamental justru tidak dibahas 

dalam penjelasan umum poin pertama yakni lembaga yang menangani perselisihan 

hasil Pilkada, justru dipasal 157 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 memberikan 

kewenangan menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili 

oleh badan peradilan khusus.  

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah selaku pembuat Undang-Undang 

tidak tepat melakukan revisi Pasal 157 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 perihal 

kewenangan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, seharusnya 

kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pilkada berada dinaungan Mahkmah 

Agung. Justru Pasal perubahan tersebut menimbulkan ketidakjelasan badan 

peradilan khusus  ini dibawah naungan siapa, sehingga DPR dan Pemerintah dalam 

membuat UU perlu dievaluasi ketika memasukan frasa dalam suatu Pasal, akibat 

dari ketidakpastian tersebut membuat persoalan baru. 

4. Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada yang Keempat 

Pergeseran keempat penyelesain sengketa hasil Pilkada terjadi atas dasar 

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, sehingga Pasal 157 ayat (1), ayat (2) UU No. 

10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat karena sudah tidak membedakan rezim pemilu dengan 

pilkada, oleh karena itu berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) 

dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.108 Batu ujinya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat 

(1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  

                                                 
108 Lihat Putusan MK No. No. 85/PUU-XX/2022, hlm. 42 
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Selanjutnya untuk Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan 

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan 

khusus”, MK berpendapat frasa “sampai dibetuk badan peradilan khusus” harus di 

coret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan dihilangkan 

frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 selengkapnya harus dibaca 

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.109 Oleh sebab itu terjadilah 

pergeseran kelima penyelesaian sengketa hasil pilkada yang awalnya ditangan 

badan peradilan khusus menjadi bergeser kewenangan MK yang permanen tidak 

sementera sampai dibentuk badan peradilan khusus.  

 Pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada karena 

peradilan khusus ini merupakan amanat Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 

yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024, 

salah satu penyebab belum terbentuknya badan peradilan khusus hingga saat ini 

adalah ketidakjelasan frasa badan peradilan khusus dibawah naungan lembaga MK 

atau MA atau lembaga tersendiri. Namun, dalam perkembangannya terjadi 

pergeseran malalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi 

terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan 

bersifat seterusnya, tetapi hal tersebut dirasa kurang ideal karena landasakan 

hukumnya masih judicial review Putusan MK belum dilakukan legislative review.  

                                                 
109 Ibid. 
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Pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan hasil Pilkada 

serentak nasional perlu dibentuk suatu model peradilan khusus bersifat ad hoc 

dalam lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Kedudukan wilayah 

Peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada diletakan pada Peradilan 

Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah provinsi tersebut 

sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di 

Ibukota Provinsi sehingga anggaran untuk pendirian dan pengelolaan peradilan 

khusus ini tidak terlalu besar. 

Penyebab terjadinya pergeseran keempat adalah pertama, belum terbentuknya 

badan peradilan khusus yang susai amanat Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 

2016, kedua Pilkada secara serentak di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

akan dilaksanakan pada 27 November 2024 serta tahapannya sudah dimulai pada 

pertengahan tahun 2023 dan ketiga untuk menjamin kepastian hukum untuk 

kelembagaan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada adalah sesuatu yang 

sangat penting, untuk memberikan kepastian terhadap tahapan pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan. Sehingga untuk menemukan 

solusi tercepat dengan judicial riview Pasal 157 ayat (1) s.d (3) UU No. 10 Tahun 

2016, permohonan dikabulkan secara keseluruhan di Putusan MK  No. 85/PUU-

XX/2022.  

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, kesembilan hakim konstitusi yang 

dipimpin oleh Anwar Usman itu tidak ada hakim yang melakukan Dissenting 

Opinion, artinya semua hakim tersebut menggunakan teori interpretasi konstitusi 

aliran non originalis metode living constitution. Perihal kewenangan MK dalam hal 
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ini sengketa hasil Pilkada, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud 

dari pembentuk konstitusi (aliran originalism) tetapi berusaha pula untuk mencari 

makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk 

menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dimasa kini dan masa depan. Living 

constitution menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu 

diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini.110 Sehingga dengan adanya 

putusan tersebut istilah Pilkada menjadi bergeser menjadi Pemilukada. 

Perluasan makna Pilkada menjadi Pemilukada jika menggunakan teori 

interpretasi konstitusi aliran originalism metode tekstual dan original intent, maka 

perluasan makna tersebut bertentangan ketentuan Pasal 37 ayat (1) sampai (4) UUD 

NRI 1945 tentang perubahan konstitusi karena tidak melalui prosedur formal yang 

telah ditentukan. 

Mahkmah Konstitusi harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 

1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga 

tersebut, dalam hal mahkmah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan 

yang mengatur sebuah lembaga negara maka mahkmah harus menerapkan 

penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak 

boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 

termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang di tetapkan oleh 

UUD 1945. Apabila Mahkmah Konstitusi tidak membatasi diri nya dengan 

penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap 

ketentuan yang mengatur lembaga negara dalam UUD 1945, artinya MK telah 

                                                 
110 Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi...., Op. Cit, hlm. 88 
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mengambil peran Pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan MK yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 

untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya. Akan tetapi, dari kedua 

aliran originalism dan non originalis mempunyai kekurangan dan kelebihannya 

masing-masing. 

5. Desain Konsitusi Pasal 18 ayat (4)  

Persoalan desain konstitusi menjadi titik awal persoalan ,apakah Pilkada masuk 

rezim pemilu atau rezim pemerintah daerah. Sehingga persoalan lainnya muncul 

seperti Pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) gagal menerjemahkan perintah UUD 

dalam membuat UU dan persoalan lainnya adalah MK menggunakan tafsirnya 

dalam menafsirkan konstitusi. Meskipun mempunyai tiga persolan, penulis akan 

menjelaskan lebih lanjut perihal desain konstitusi Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E.  

Pasal 18 ayat (4) UUD1945 tidak secara tegas mengatur bahwa pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota harus dilakukan dengan pemilihan langsung seperti 

pada ketentuan tentang pemilihan Presiden, atau dipilih melalui pemilihan umum 

seperti anggota DPR, DPD dan DPRD. Kata "demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945 tersebut kemudian bisa ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah itu 

dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem pemilihan, baik pemilihan secara langsung 

maupun pemilihan secara tidak langsung.  

Persoalan bagaimana cara pemilihan kepala daerah itu sendiri diserahkan 

kepada pembentuk undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (7) UUD 



83 

 

NRI 1945,111 yang dalam hal ini adalah DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu peran 

para pembentuk undang-undang yang membahas tentang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menjadi strategis, karena merekalah yang menentukan opsi 

atau pilihan apakah mau menggunakan pemilihan kepala daerah secara langsung 

atau secara tidak langsung, asalkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara 

demokratis. Frasa “dipilih secara demokratis” memunculkan berbagai perdebatan 

karena dalam pasal tersebut terkandung makna yang multi tafsir. 

Memperhatikan frasa "dipilih secara demokratis" pada Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945 tidak akan terlepas dari berbagai gagasan pemikiran yang melatarbelakangi 

sebelum pasal tersebut disahkan saat amandemen kedua UUD 1945. Hobbes Sinaga 

mewakili fraksi PDIP mengusulkan perihal pemilihan kepala daerah “Daerah 

otonomi mempunyai Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis 

yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.” Alasan fraksi PDIP yang 

diwakili Hobbes Sinaga adalah Pemilihan Kepala Daerah pada semua tingkatan 

yang dilakukan dengan penuh rekayasa dan hanya mengedepankan tokoh-tokoh 

formal dan mengabaikan tokoh-tokoh informal serta sistem demokrasi yang 

dibangun secara top-down mengakibatkan masyarakat di daerah kehilangan 

kedaulatannya.112 

Asnawi Latief mewakili fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (PDU), 

mengusulkan perihal pemilihan kepala daerah “Setiap daerah memiliki Kepala 

                                                 
111 Pasal 18 ayat (7) UUD, menyatakan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaran 

pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang” 
112 Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, 

Latarbelakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku ke-4 tentang Kekuasaan 

Pemerintah Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, 

hlm. 1161 
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Pemerintahan Daerah atau Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.”113 

Terdapat perbedaan yang mendasar di antara rumusan kedua fraksi tersebut. Dalam 

rumusannya F-PDI Perjuangan menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan 

secara demokratis yang berarti bahwa dapat dilaksanakan dengan pemilihan baik 

secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sedangkan F-PDU lebih tegas 

menginginkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. 

Penulis akan menyajikan lebih banyak perbebatan sistem pemilihan kepala 

daerah para perumus perubahan kedua UUD, Asnawi Latief dari F-PDU kemudian 

melontarkan pendapatnya sebagai berikut:114 

“Pemilihan umum itu bisa bervariasi kita mengadakan pemilu beberapa kali 

berbentuk ada pengangkatan, tapi kalau pemilihan rakyat secara langsung 

itu sudah tidak ada. Semua rakyat punya hak yang sama tentara, pegawai 

negeri punya hak yang sama itu hilang itu hak-hak yang selama ini 

diperdebatkan. Kalau itu dipilih olek rakyat langsung dia sebagai rakyat, 

sebagai warga negara punya hak yang sama. Kalau pemilu jadi undang-

undangnya kan di situ, saya lebih condong dipilih langsung oleh rakyat.” 

 

Hobbes selanjutnya mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih secara 

demokratis, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Sebagai berikut:115 

“Jadi, kita tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih secara 

demokratris, itu usulan kita. Bukan, inikan begini ya, dalam hal ini inikan 

saya kira kan ini perdebatan kita yang utama nanti adalah masalah 

pemilihan Presiden, masalah pemilihan gubernur dan selanjutnya, jadi 

saya kira harus dihormati juga usulan kita yang seperti itu gitu, jadi saya 

kira nanti di untuk Ayat (4) ini bikin alternatiflah ya, dialternatif dipilih 

secara demokratis yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. 

Alternatif, jadi bikin alternatif ayat.” 

                                                 
113 Ibid, hlm. 1171 
114 Ibid, hlm. 1210 
115 Ibid, hlm. 1211 
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Sementara itu, Patrialis Akbar dari F-Reformasi, melihat kurang ada ketegasan 

dalam alternatif 1. Pendapat tersebut selengkapnya sebagai berikut:116 

“Alternatif 1 ini masih memerlukan 1 penjelasan sementara kita 

menginginkan undang-undang tidak perlu penjelasan, kalau kita bermaksud 

bahwa pemilihan oleh rakyat itu dalam pemilihan langsung kenapa mesti 

kita tidak sebutkan bahwa pemilu lokal. karena ini nanti akan menjadi 1 apa 

namanya akan ada penafsiran bermacam-macam meskipun diatur dalam 

undang-undang setiap pergantian anggota DPR lain lagi penafsirannya. 

Sementara kita tidak menginginkan adanya penafsiran yang berbeda-beda, 

jadi harus zakelijk kita, apa yang dimaksudkan, sehingga tidak ada lagi 

terjemahan-terjemahan penjelasan-penjelasan. Jadi kalau menurut saya, 

lebih baik langsung dikatakan, ya gubernur, bupati, walikota dipilih dalam 

pemilihan umum lokal yang selanjutnya diatur dalam undang-undang, nanti 

bisa ditafsirkan apa karena pemilihan umum secara keseluruhan apakah, 

jadi ini banyak, jadi saya kira baik, strict saja.” 

 

Taufiqurrachman Ruki dari F-TNI/Polri menyatakan sebagai berikut:117 

“...gubernur itu ada 27, bupati itu ada 360, jadi otomatis pemilihan bupati 

itu tidak akan serendah masa jabatan Presiden tidak sama ada yang bulan 

ini bulan depan dan bulan segala macam. Kalau pemilu lokal kan kalau satu 

pemilu serentak cuma satu sekaligus 5 tahun sekali kadang-kadang, itu 

tidak perlu ada penekanan itu cukup dalam secara langsung oleh rakyat 

diatur oleh undang-undang. Mau tidak mau pemilihan bupatinya tidak akan 

sama waktunya, karena memang masa jabatan dan masing-masing bupati, 

gubernur itu akan berakhir lama tidak perlu ada penekanan lokal dimulai.” 

 

Ali Masykur Musa dari Fraksi PKB menanggapi berbagai pandangan di atas 

sebagai berikut:118 

“Oke, karena ini nanti kita akan mendidik rakyat gitu ada pendidikan 

politiknya yang namanya pemilihan umum, apa pun yang untuk bupati untuk 

gubernur itu sesuatu yang biasa hari ini kita nyoblos milih A untuk bupati. 

Tapi 2 Minggu lagi milih gubernur, itu sesuatu yang biasa. Jadi, dengan 

demikian, tercover dalam sebuah artinya alternatif 1 itu apa yang dikatakan 

sampean Pak Patrialis dalam bentuk undang-undang nanti bisa di sebutkan 

misalkan dua bulan masa, SK-nya habis diselenggarakan misalnya itu, 

nanti ada limitasi kapan harus diselenggarakan pemilihan itu.” 

 

                                                 
116 Ibid, hlm. 1212 
117 Ibid, hlm. 1213 
118 Ibid. 
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Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengusulkan sebagai berikut:119 

“Sebentar ini kan kita kan ingin betul-betul biar lebih bagus di atas di pasal, 

Ayat (3) kita mengemukakan di situ ada kalimat pemilihan umum, nanti 

orang akan bertanya, Apa bedanya pemilu dengan pemilihan secara 

langsung rakyat. Jadi ada 2 kalimat yang substansinya sama tapi 

kalimatnya.” 

Ali Masykur Musa menjawab perdebatan pemilihan kepala daerah sebagai 

berikut:120 

“Ya, perbedaannya jelas kalau DPRD itukan serentak dan itu melalui 

pemilihan umum.” 

 

Sedangkan menurut Taufiqurachman Ruki dari F-TNI/Polri bahwa pemilihan 

umum ada yang langsung dan tidak langsung. Berikut ini pendapat tersebut:121 

“Dalam suatu cara tata cara pemilihan ada pemilihan yang bersifat secara 

langsung dan pemilihan tidak langsung. Kalau seorang bupati kepala 

daerah dipilih oleh DPRD maka di sini terjadi pemilihan tidak langsung, 

tetapi dalam pengertian pemilihan secara langsung artinya pemilihan 

kepala daerah langsung oleh rakyat tidak melalui DPRD. Jadi, ini sudah 

rumusan sudah cukup jelas pilih secara langsung artinya pemilih itulah 

yang langsung memilih tidak lewat dewan perwakilan lagi.” 

 
Oleh karena itu, Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan agar dibuat sebuah 

definisi tentang pemilihan umum. Selengkapnya pendapat tersebut sebagai 

berikut:122 

“Masalah pemilihan jadi ini bisa bermacam-macam penafsiran ini apakah 

pemilihan yang bersifat lokal dalam memilih bupati dan gubernur yang 

berbeda dengan pemilihan DPR pusat misalnya pemilihan umum namanya. 

Jadi ini diperdebatkan ini. Jadi, memang kita sepakat dulu masalah macam-

macam pemilihan ini kan sepakat dulu jangan sampai kita berdebat 

masalah ini. Itu tadi yang saya tanyakan, masalah pemilihan umum ini, 

apakah pemilihan umum itu untuk seluruh model pemilihan walaupun lokal 

sifatnya model pemilihan Presiden juga namanya pemilihan umum atau 

                                                 
119 Ibid. 
120 Ibid, hlm. 1214 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
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bagaimana ini harus didefinisikan dulu ini, Pak, jadi beda penafsiran terus 

kita.” 

 

Taufiqurrachman Ruki dari F-TNI/Polri berpendapat bahwa pemilihan umum 

adalah tidak harus ada penambahan “lokal” dalam istilah tersebut. Sebegai 

berikut:123 

“Pimpinan, kemarin walaupun saya, saya kira ketika kita bicara tentang 

pemilihan umum kita tidak pernah memberi titel tapi dilakukan melalui 

pemilu, nanti ada satu bab yang berbicara tentang pemilihan umum, bukan 

pemilihan lokal pemilu lokal, pemilihan umum yang bersifat lokal. Jadi 

yang lokal sekalipun bernama pemilihan umum, pemilu itu kependekan dari 

pemilihan umum. Jadi kalau menurut saya jadi tidak perlu lagi ada 

tambahan.” 

 
Ali Masykur Musa menanggapi pendapat Ruki, sebagai berikut:124 

“Pemilihan umum yang lokal itu eksplisit atau nanti di undang-undang itu 

disebutkan pemilihan kan ada undang-undang pemilihan umum kan nanti 

undang-undang itu ada yang bicara tentang pemilihan Presiden, pemilihan 

umum untuk Presiden pemilihan umum untuk DPR dan DPC ada pemilihan 

umum yang memilih pimpinan-pimpinan pemerintahan itu nanti di undang-

undang pemilihan umum atau di bab pemilihan umum di sini nanti ada yang 

usul.” 

 
Masih terkait dengan pemilihan kepala daerah, Hamdan Zoelva dari F-PBB 

mempertanyakan tentang pemilihan daerah-daerah khusus seperti Yogyakarta, 

sebagai berikut:125 

“Ini dalam Undang-Undang Dasar sekarang bagaimana pengaturannya 

Daerah Istimewa Yogjakarta yang sekarang masih berlaku raja-raja itu. Ini 

juga perlu kita pikir kan harus ada kekhususan nanti Undang-Undang 

Dasar berlaku tidak bisa lagi Yogja itu begitu, ini jadi persoalan juga ini.” 

 

                                                 
123 Ibid, hlm. 1215 
124 Ibid. 
125 Ibid, hlm. 1216 
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Sementara itu, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB berpendapat sebagai 

berikut:126 

“Sebelum kita bicara soal Yogja ini kita selesaikan menurut saya kalau 

diganti dengan pemilihan umum lokal itu nanti juga ada konsekuensi mesti 

menjelaskan pemilihan umum lokal untuk gubernur pemilihan umum untuk 

bupati juga berbeda kan pemilihan umum lokal itu pemilihan umum lokal 

tingkat kabupaten atau tingkat provinsi juga sama. Jadi saya juga ini sudah 

netral dipilih secara langsung oleh rakyat nanti di dalam bagian atau pasal-

pasal tentang pemilihan umum kita akan jelaskan satu-satu supaya dengan 

demikian sekaligus begitu menjelaskan. Karena kalau tidak juga sama saja 

nanti kita akan kesulitan harus membedakan antara pemilihan umum lokal 

untuk gubernur nantinya pemilihan umum lokal untuk tingkat provinsi 

pemilihan umum lokal tingkat kabupaten atau kota begitu.” 

 

Sedangkan Hatta Mustafa dari F-PG menyatakan sebagai berikut:127 

“Saya juga sependapat tapi karena kita tidak ikut di dalam bab mengenai 

pemilihan umum, masalah lokal dan tidak lokal ini mudah-mudahan nanti 

bisa diatur di dalam bab mengenai pemilihan umum itu. Karena 

bagaimanapun memang akan ada gubernur, bupati, atau walikota itu 

dipilih sesudah yang lain-lainnya terpilih dia akan mengadakan pemilihan 

sendiri. Karena pemekaran wilayah, ini harus di tampung memang. 

Saudara Pimpinan, tapi kalau penjelasannya itu nanti di Bab Pemilihan 

Umum, apakah pemilihan umum dan mengenai tapi di dalam Undang-

Undang Dasar mesti ada itu cantelannya begitu, bahwa itu diatur oleh 

Undang-Undang kita sepakat dan saya juga menganggap pemilihan lokal 

itu pasti akan ada, karena pemekaran wilayah pasti ada, sehingga yang 

lainnya sudah dipilih pada suatu saat, dia akan menyelenggarakan 

sendirian, ini baru lokal, lokal yang jelas begitu. Tapi secara umum 

barangkali gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat itu 

selanjutnya diatur oleh undang-undang sudah cukup untuk umum, tapi yang 

sifatnya lokal ada pemekaran wilayah lalu ada lagi memilih DPRD-nya, 

memilih bupatinya atau ada provinsi memilih DPRD tingkat I-nya memilih 

ini memang lokal untuk provinsi itu sendiri yang baru. Dan barangkali ini 

memang perlu mendapat perhatian untuk teman-teman kita yang akan 

membicarakan bab mengenai pemilihan umum itu.” 

 

                                                 
126 Ibid.  
127 Ibid, hlm. 1217 
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Namun, menurut Ali Masykur Musa istilah pemilu adalah netral. Berikut 

ungkapan tersebut:128 

“Kesepakatannya tetap ini cuma nanti di bab pemilihan umum sebetulnya 

istilah pemilihan umum itu kan netral untuk apa nanti di klasifikasikannya 

di bab pemilihan umum.” 

 
A.M. Luthfi dari F-Reformasi mengingatkan usulan Hamdan Zoelva dari F-

PBB mengenai pemilihan gubernur di daerah-daerah khusus dan daerah istimewa 

seperti Yogyakarta. Sebagai berikut:129 

“Ini Yogya, apakah bisa diatur di sini, ini Yogya jadi gubernur Yogya itu 

apakah bisa di pilih oleh rakyat yang selalu oleh undang-undang saya kira 

tidak bisa, jadi di mana, di mana kita masukkan. Kalau ini kita sudah selesai 

baru kita buka pembicaraan soal Yogya ok, sudah ada, Kalau ini masuk 

sudah selesai.” 

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengusulkan sebagai berikut:130 

... karena ini sedang kita susun konstitusi Undang-Undang Dasar dan tidak 

mungkin secara detail kita masukkan disini begitu, Oleh karenanya menurut 

saya, dengan adanya ketentuan yang pelaksanaannya diatur dalam undang-

undang itu sesungguhnya sudah memberikan semacam pagar bagaimana 

lalu kemudian nanti undang-undang itu mengatur pemilu yang variasinya 

ragamnya itu macam-macam begitu. Oleh, karenanya saya setuju cukup 

pada rumusan seperti ini, kaitannya nanti daerah istimewa, daerah khusus 

dan lain sebagainya itu jelas undang-undang seperti DKI pemilu yang lalu 

itu beda dengan yang lain begitu, DKI itu satu-satunya yang profesional 

misalkan meskipun yang lain itu tidak seperti itu. Jadi itu pasti undang-

undangnya jelas akan mengatur itu, jadi tidak perlulah diatur dalam secara 

rinci dalam itu, ya itu yang pertama. 

 

Andi Mattalata dari F-PG memberi usulan sebagai berikut:131  

“Atau usul lain, yang masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, 

kabupaten .... 

                                                 
128 Ibid.  
129 Ibid, hlm. 1218 
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Gubernur, Bupati, Walikota, yang nya boleh ya boleh tidak, masing-

masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan seterusnya 

dipilih secara demokratis.” 

 

Berbagai pendapat di atas menurut Slamet Effendy Yusuf sudah semakin 

mengerucut dan menemukan titik temu. Slamet mengatakan sebagai berikut: 

“Saya kira, makin ketemu ini. Pemerintah eh Gubernur, Bupati, dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten dan kota dipilih secara demokratis oleh rakyat daerah 

bersangkutan.” 

 

Selanjutnya, Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengusulkan agar kembali 

kepada rumusan Badan Pekerja, yaitu dipilih secara demokratis sebagaimana 

diatur undang-undang. Berikut uraiannya:132 

“Kami kembali kepada rumusan BP, dipilih secara demokratis 

sebagaimana diatur undang-undang. Jadi demokratisnya bukan oleh 

rakyat Pak. Dipilih secara demokratis yang diatur undang-undang, itu 

lebih tepat. Nanti kan ada undang-undangnya. Nggak ini, dipilih 

secara demokratis, kalau mau, titik situ saja Pak.” 

 

Karena semua sepakat, maka Slamet Effendy Yusuf menegaskan bahwa 

pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. “Baik. Dipilih secara 

demokratis. Ya sudah”. Setelah mencapai kesepakatan atas rumusan Ayat (4), rapat 

kemudian beralih membahas rumusan Ayat (5).133 

Perdebatan para perumus perubahan UUD menentukan mekanisme pilkada 

tidak mudah, banyak dialektika yang terjadi apakah ingin dipilih langsung atau 

tidak langsung. Melihat hal tersebut, penulis berpendapat sebenarnya ada keinginan 

pilkada itu melalui pemilu, akan tetapi definisi pemilu belum disepakati karena 

                                                 
132 Ibid, hlm. 1397 
133 Ibid. 
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pembahasan pemilu belum terjadi. Pada awalnya Pilkada dipilih oleh rakyat namun 

perwakilan dari PDIP ingin di alternatifkan menjadi dua opsi secara langsung 

dipilih oleh rakyat dan dipilih tidak langsung melalui Dewan Perwakilan. 

Perumus perubahan konstitusi juga memasukkan pemilihan kepala daerah 

(Gubernur, Bupati dan Walikota) sebagai bagian dari pemerintahan daerah sesuai 

dengan semangat otonomi daerah (desentralisasi), dan bukan bagian dari pemilihan 

umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Perumus perubahan 

konstitusi juga memberikan kesempatan bagi pembentuk Undang-Undang (DPR 

dan Pemerintah) untuk mengatur dan menentukan pemilihan kepala daerah sesuai 

dengan kondisi keragaman daerah asalkan dilaksanakan secara demokratis. 

6. Desain Konstitusi Pasal 22E   

Perbedaan tafsir bahwa Pilkada termasuk dalam rezim pemerintahan daerah 

atau termasuk dalam rezim pemilihan umum, menjadi polemik tersendiri dalam 

sistem ketatanegaraan kita. Pilkada sebagaimana diatur pada Pasal 18 dalam Bab 

VI Pemerintahan Daerah, dapat ditafsirkan bahawa Pilkada adalah merupakan 

bagian dari rezim pemerintahan daerah. Namun pada kenyataannnya, sejak 

dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya hingga sekarang, 

rezim Pilkada telah ditafsirkan secara berbeda oleh para pembentuk undang-

undang. Sebelum diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilu, Pilkada termasuk sebagai bagian dari rezim Pemerintahan Daerah. Pasca 

diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, kemudian rezim Pilkada 

berubah dari rezim pemerintahan daerah menjadi rezim pemilihan umum. 
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Pengaturan secara khusus mengenai pemilihan umum diawali dengan 

pembahasan tentang pemilihan bagi anggota DPR dan pemilihan Presiden pada saat 

amandemen pertama. Maksud diadakannya pengaturan khusus mengenai Pemilu 

dalam amandemen UUD 1945 dimaksudkan adalah memberikan landasan hukum 

yang jelas dan tegas bagi penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud dari pelaksanaan 

kedaulatan rakyat, sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu “Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pengaturan 

secara khusus mengenai pemilihan umum dalam konstitusi akan memberikan 

jaminan terhadap kepastian hukumnya. Dengan adanya pengaturan secara 

tersendiri, maka akan menjamin bahwa penyelanggaraan Pemilu dapat terlaksana 

melalui proses dan mekanisme yang berkualitas yang mengimplementasikan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Selain itu juga memberikan 

kepastian tentang pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara 

periodik atau teratur setiap lima tahun sekali. 

Pengaturan secara khusus mengenai Pemilu dalam amandemen ketiga UUD 

1945 disepakati oleh seluruh fraksi meskipun dilatarbelakangi oleh berbagai 

argumentasi yang bermacam-macam. Misalnya pandangan Hamdan Zoelvan dari 

Fraksi PBB sebagai berikut:134 

“Pentingnya pemilu diletakkan dalam bab khusus UUD 1945 menyangkut 

alasan bahwa pemilu dianggap sebagai simbol kedaulatan rakyat yang 

menjadi prinsip penyelenggaraan negara. Kami berkeyakinan bahwa tidak 

ada perdebatan mengenai kedaulatan itu ada di tangan rakyat karena inilah 

satu esensi dari sebuah negara demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah 

bagaimana bentuk dan pengejewantahan kedaulatan rakyat itu dalam 

                                                 
134 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 

1945, Latarbelakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku ke-5 tentang Pemilihan 

Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 509 
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praktik kenegaraan serta bagaimana proses pelaksanaannya sehingga 

meminimalisir tuntutan-tuntutan jalanan yang mengatasnamakan rakyat 

seperti yang terjadi selama masa reformasi ini. Karena itu kita selayaknya 

membicarakan kembali kedaulatan rakyat yang dijalankan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 

(2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan inilah kiranya perlu diatur 

di dalam Undang-Undang Dasar ini mengenai pemilihan umum sebagai 

bentuk pengungkapan dan pengejewantahan kedaulatan rakyat itu sendiri.” 

 

Perihal pemilu jugda disampaikan oleh Anthonius Rahail dari F-KKI 

disampaikan:135 

“Salah satu ciri utama suatu negara demokrasi adalah adanya pemilihan 

umum. Karenanya, rumusan mengenai Pemilu ini harus dimasukkan secara 

eksplisit dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.” 

 

Pataniari Siahaan dari F-PDIP berpandangan sebagai berikut:136 
 

“Nah, kemudian sesuai dengan pekerjaan kita selama ini terus terang yang 

tidak pernah,ada dalam Undang- Undang Dasar ini adalah masalah 

Pemilihan Umum Pak. Tiba-tiba saja orang menafsirkan bahwa ada 

Pemilu. Sebetulnya kalau secara pengertian Pak Andi dasar hukum, 

sebetulnya tidak boleh ada kegiatan tanpa ada di Undang-Undang Dasar 

sebetulnya, selama ini terjadi. Jadi kami mencantumkan satu bab tersendiri 

masalah Pemilihan Umum ini. Ya, jadi bagian-bagian yang menyangkut 

Pemilihan Umum mengenai keanggotaan seperti anggota DPR, Utusan 

Daerah itu kami masukkan, kami kumpulkan menjadi satu bab tersendiri 

mengenai Pemilihan Umum. Ini juga terkait dengan pengembangan situasi 

kita dan berbagai kemungkinan terjadi sesuatu. Misalnya Presiden 

berhalangan sekaligus bersama Wakil Presiden kena nuklir misalnya. 

Kemungkinan bisa terjadi, ada pemilihan umum kembali, karena dua-

duanya berhalangan misalnya. Nah, sehingga diperlukan satu Komisi 

Pemilihan Umum yang tetap. Yang independen dan mandiri yang selalu 

siap melakukan pemilihan umum sesuai dengan perkembangan situasi. Nah, 

ini kami masukkan di bagian bab Pemilihan Umum.” 

                                                 
135 Ibid, hlm. 510 
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Tentang isi dari bab Pemilu yang berisi mengenai asas-asas penyelenggaraan 

Pemilu, ruang lingkup Pemilu dan penyelenggara Pemilu serta pengesahan Pemilu. 

Untuk rumusan ayat (1) telah mendapatkan kesepakatan dari peserta rapat, dengan 

rumusan: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sedangkan untuk draf ayat (2) yang 

menyatakan bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden dan Wakil presiden dun DPRD secara serentak di seluruh 

NKRI.” Belum ada kata sepakat dalam hal kalimat “secara serentak di seluruh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mengenai hal ini, Slamet Effendy Yusuf 

mengatakan sebagai berikut:137 

“Kata “secara serentak” ini akan dimaknai seperti apa? Apakak 

penyelenggaraan umum pada saat DPR dipilih berarti secara serentak, DPD 

secara serentak serta DPRD secara serentak atau DPR, DPD, dan DPRD 

secara serentak? Sebab ada yang berpikiran pemilihan DPRD dan DPR RI 

itu, DPD dan DPR RI itu pisah supaya nanti tidak ada Lembaga Negara yang 

bareng-bareng habis periode. Jadi, ada kayak di beberapa Negara adalah 

ketika House of Representative-nya demisioner, Senatnya masih eksis dan 

seterusnya.” 

 

Hamdan Zoelva dari F-PBB mengatakan bahwa kalimat “serentak” dan 

seterusnya dihapuskan saja. Sebagai berikut: 

“Saya usul mengenai pasal ini, dalam pemilihan itu kita ingatkan saja 

dengan pertimbangan bahwa biarlah kita atur apakah ini nanti bisa 

dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dipilih itu ataukah 

tidak, nanti kita atur saja dalam Undang-undang Otonomi Daerah atau 

dalam undang-undang. Kitab Undang Undang Dasar ini cukup sampai kata 

Dewan Perwakilan Daerah.” 

 

Pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf menganggap usul ini menarik dan 

segera mengundang aklamasi dari para peserta rapat untuk menyetujuinya. Ini 
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usulnya saudara Hamdan menarik sekali. Setuju? Para peserta rapatpun menyambut 

ajakan ini dengan kata: “setuju!”.138 

Diawal perumusan ayat (6), mengenai lembaga yang mengesahkan dan 

memutus sengketa pemilihan umum, pimpinan rapat mengusulkan agar disahkan 

oleh komite Pemilu. Usillan pimpinan rapat tersebut mendapatkan penolakan dari 

F-PDI Perjuangan, karena sejak semula F-PDI Perjuangan mengusulkan agar 

lembaga yang benvenang mengesahkan dan memutus sengketa Pemilu adalah 

Mahkamah Konstitusi. Interupsi dari F-PDI Perjuangan itu disampaikan oleh 

Hobbes Sinaga sebagai berikut:139 

“Sebentar Pak! Ini kan salah satu yang kami usulkan disahkan oleh 

Mahkamah Konstitusi, kemudian ada yang mengusulkan Mahkamah Agung. 

Padahal, dalam lembaga yang bersangkutan ini kan belum kita bicarakan 

ini. Sebenarnya, point 7 sudah bisa menangkap maksud yang ada di 

alternatif 6 itu saya kira kami setuju. Semua setuju?” 

 

Selanjutnya, Andi Mattalata dari F-PG mengatakan “jadi begini Ketua, 

Saudara sekalian, mungkin penetapannya oleh KPU. Tapi kalau sengketa itu yang 

perlu diatur undang-undang.” Slamet Effendy kemudian mengatakan “begini saja. 

Bagaimana kalau soal ada sengketa itu di undang-undang? Apalagi sesudah kita 

mengetahui institusi-institusi negara apa yang mau kita bentuk. Jadi sudah sepakat 

ini mau dihapus? Baik. Terima kasih yang 7 saya rasa kita sepakat ya? Kalau begitu 

tentang pemilu kita sepakat sudah selesai.140 
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Pembahasan Bab Pemilu dimulai kembali saat Rapat PAH I BP MPR ke-14, 

10 Mei 2001. Rapat saat itu dilakukan dengar pendapat dengan para ahli. Maswadi 

Rauf, koordinator Tim Ahli Bidang Politik membacakan rumusan Tim Ahli tentang 

Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Berikut ini rumusan yang dibacakan oleh 

Maswadi sebagai berikut:141 

Ayat (1): “Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. 

Ayat (2):   “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala 

Daerah”. 

Ayat (3): ”Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, Dewan 

Perwakilan Daerah dan anggota DPRD diikuti oleh partai 

politik dan calon perseorangan”. 

Ayat (4):  “Pemilu diselenggarakan oleh KPU”. 

Ayat (5) : “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur 

dengan undang-undang”. 

Rumusan ini tentu saja berbeda dengan rumusan BP MPR. Mengenai alasan 

mengapa pemilihan kepala daerah juga dicakupkan dalam pemilu, Maswadi 

mengatakan bahwa “kita mengusulkan supaya Kepala Daerah dipilih langsung oleh 

rakyat, teknisnya nanti itu terserah kepada KPU, Kepala Daerah kita usulkan untuk 

dipilih, karena kita lihat pemilihan Kepala Daerah selalu bermasalah”.142 

Baharuddin dari F-PG juga mengingatkan agar forum tidak terburuburu 

menghapuskan kata ”kepala daerah” dalam Ayat (2) rumusan Tim Ahli. Sebagai 

berikut:143 

“Kemudian saya cuma mengingatkan kembali ke Bab VII ini bahwa kami 

setuju tentang Kepala Derah ini disampingkan. Dan tentu Ayat (2) dari 

usulan Tim Ahli ini yang paling cocok, tapi argumentasinya karena memang 

ketika kita Pasal 18 itu kita susun bahwa Kepala Daerah itu dipilih secara 

                                                 
141 Ibid, hlm. 567  
142 Ibid, hlm. 568 
143 Ibid, hlm. 585 
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demokratis. Itu juga sudah mencakup kalau misalnya pemilihannya 

dilakukan secara langsung oleh rakyat. Saya ingat sekali waktu itu, dan itu 

kita atur nanti di undangundang. Alasan itu yang hemat kami untuk 

memperkuatnya lagi. Barangkali hanya itu saja hal-hal lain tadi sudah 

dikemukakan oleh banyak teman-teman, khususnya Pak Amidhan dari 

Fraksi kami.” 

Pandangan para anggota F-PG kemudian dirangkum oleh salah satu 

anggotanya, Rosnaniar yang menyatakan bahwa “terima kasih Pak Ketua. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Bab VII ini ada hubungan dengan bab-bab 

sebelumnya yang telah kita rumuskan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 

memang Bab VII yang menyebutkan tentang Pemilihan Umum ini belum tercantum. 

Maka pada rapat-rapat kita sebelumnya Badan Pekerja telah berupaya dan 

sepakat untuk memasukan pemilihan umum ini pada satu bab, dalam hal ini adalah 

Bab VIIB, mengingat bahwa masyarakat ini sangat tinggi perhatiannya terhadap 

pemilihan umum berkeinginan untuk ikut serta di dalam menentukan wakil-wakil 

mereka.”144 

Berdasarkan perdebatan pembahasan pemilu oleh para perumus perubahan 

ketiga UUD, jika merujuk Pemilu yang dirumuskan oleh tim ahli politik 

memaksukkan kepala daerah dalam rezim pemilu namun pendapat tim ahli tidak 

disetujui oleh fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi menilai pemilihan kepala daerah sifatnya 

tidak serentak dan harus memperhatikan keragaman disetiap daerah, sehingga 

kepala daerah tidak termasuk pemilu. Penulis berpendapat jika usulan tim ahli 

politik disetujui oleh fraksi-fraksi memasukkan kepala daerah dalam Pasal 22E ayat 

(2) hal itu akan lebih menghindari persoalan di zaman sekarang apakah pilkada 

                                                 
144  
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masuk rezim pemda atau pemilu. Dan penulis setuju apabila Pemilihan Kepala 

Daerah masuk dalam Pemilu yg tertuang pada Pasal 22E ayat (2).  

Namun, penulis bisa memahami alasan fraksi-fraksi menolak usulan tim ahli 

politik perihal pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim pemilu karena pasal 18 

ayat (4) itu pemilihan kepala pemerintahan itu dipilih secara demokratis. Apabila 

menggunakan kata “demokratis” maka ada peluang dipilih tidak langsung, hal ini 

bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) karena pelakasanaan pemilu itu 

dilaksanakan secara “langsung”. Sehingga konsepsi yang terbangun apabila ada 

istilah pemilu otomatis pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga penulis akan 

memberikan tawaran solusi dibagian menjawab rumusan masalah kedua. 

B. Implikasi Pergeseran Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan 

Kepala Daerah Pasca Reformasi 

Menjalankan demokrasi harus ada jaminan kebebesan meyakini kepercayaan, 

berpendapat, dan berserikat. Dalam hal ini kebebasan dalam memilih para 

pemimpin untuk menyuarakan aspirasinya sehingga dapat menjadi sebuah 

kebijakan didalam pemerintahan daerah. Dalam arti yang lebih luas, rakyat yang 

memiliki kekuasaan tertinggi yang secara langsung menentukan kebijakan 

pemerintahan daerah melalui pemimpin yang dipilih secara berkala dalam hal ini 

memilih Gubernur dan WaliKota/Bupati.145 

Implikasi pergeseran terus menerus terhadap penyelesaian sengketa hasil 

Pemilihan Kepala Daerah menjadi ketidakjelasan Pasal 22E ayat (2) dan 18 ayat (4) 

                                                 
145 Jamaludin Ghafar dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Presidential Treshold: Sejarah, 

Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia, Setara Press, 

Malang, 2019, hlm. 32 
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UUD NRI 1945 karena MK selalu berganti-ganti menggunakan tafsir, sehingga 

persoalan pokok kenapa bisanya terjadinya pergeseran terus menurus karena istilah 

Pemilukada dan lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil Pemilukada 

tidak dijelaskan secara jelas di konstitusi.  

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis”. Memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa kepala 

daerah di pilih secara langsung atau di pilih secara tidak langsung , tetapi hanya di 

sebutkan bahwa kepala daerah di pilih secara “ demokratis”. Kata “demokratis” 

berdasarkan teori intepretasi konstitusi yang beraliran aliran originalism dengan 

menggunakan metode original intent dapat dilakukan dua opsi pemilihan secara 

langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.146 Hal ini akan berdampak pada open 

legal policy dari pembentuk Undang-Undang karena merekalah yang menentukan 

opsi atau pilihan apakah mau menggunakan pemilihan kepala daerah secara 

langsung atau secara tidak langsung. 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, ada beberapa persoalan penting sebagai 

berikut:147 

a. UUD 1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung, dan 

calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan 

                                                 
146 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 

1945, Latarbelakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku ke-5 tentang Pemilihan 

Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 578. 

Dalam hal ini Lukman Hakim Saifuddin F-PPP menyatakan “Ada pun Kepala Daerah itu menurut 

saya kita konsisten saja pada Pasal 18 ayat (4) yang sudah kita sepakati dalam perubahan kedua 

bahwa pemilihan Kepala Daerah itu dilakukan secara demokratis yang lebih lanjut diatur oleh 

undang-undang. Jadi apakah undang-undang itu akan mengatur secara langsung atau seperti yang 

berlaku sekarang ini oleh DPRD biarlah itu undang-undang yang mengatur  
147 Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang, RajaGrafindo 

Persada, Depok, 2011, hlm. 26-28 
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partai politik. Hal ini berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tegas 

dinyatakan dalam Pasal 6A UUD 1945 bahwa dipilih langsung oleh rakyat 

dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

b. Frasa “dipilih secara demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa 

rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik 

sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik 

dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis 

sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2002 tentang 

Partai Politik, junto Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008. 

c. Rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen 

kedua (tahun 2000) dapat ditafsirkan sama dengan tata cara dan prosedural 

Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal amandemen ketiga 

(Tahun 2001). Artinya, pilkada langsung, khususnya lembaga yang 

memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah, adalah 

lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan Pemilu 

(Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif) yaitu KPU. Dalam 

bab VIIB UUD 1945 tentang Pemilihan Umum (merupakan hasil 

amandemen ketiga), Pasal 22 E ayat (1) menyatakan: “Pemilihan umum 

dilaksanaka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 

lima tahun sekali.” Pasal 22E ayat (2) menyatakan: “Pemilihan umum 

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.” Sedangkan sebagai pelaksanannya disebutkan 

dalam Pasal 22E ayat (5) menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan 

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan 

mandiri”.  

d. Pasal 18 ayat (4) tersebut hanya mengharuskan yang dipilih secara 

demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Dengan 

kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil 

Walikota) tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah. 

Ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah 

sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem Pemeritahan Daerah. 

 

Implementasi Pilkada melalui DPRD berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 22 

Tahun 1999, menyatakan “Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”, dimana 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui lembaga legislatif (DPRD) 

dimasing-masing daerah. Dan Pasal 1 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2014 menyatakan 

“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan 
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adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk 

memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis melalui lembaga 

perwakilan rakyat”. Kedua dasar hukum tentang Pilkada dipilih melalui DPRD 

hanya bertahan sementara waktu, apalagi UU No. 22 Tahun 2014 baru beberapa 

hari langsung dikeluarkannya Perppu untuk mengembalikan Pilkada dipilih 

langsung oleh rakyat.148 

Materi pembahasan mengenai bab tentang pemilu telah ada dalam Materi 

Rancangan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil BP 

MPR RI Tahun 1999-2000 yang menjadi lampiran dalam Tap MPR No. IX Tahun 

2000. Rancangan inilah yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan pada masa 

Perubahan Ketiga. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI dalam usulan amandemen ketiga 

sebenarnya ada yang memasukkan Pilkada itu dalam rezim Pemilu. 

Pembahasan Bab Pemilu dimulai kembali saat Rapat PAH I BP MPR ke-14, 

10 Mei 2001. Rapat saat itu dilakukan dengar pendapat dengan para ahli. Maswadi 

Rauf, koordinator Tim Ahli Bidang Politik membacakan rumusan Tim Ahli tentang 

Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Berikut ini rumusan yang dibacakan oleh 

Maswadi sebagai berikut:149 

Ayat (1): “Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. 

Ayat (2):   “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala 

Daerah”. 

                                                 
148 Bagus Prihantoro Nurgroho, “Dinamika Pilkada dari Dipilih Presiden, DPRD, hingga 

Rakyat”, Detik.com, 2018, dalam https://news.detik.com/berita/d-3967434/dinamika-pilkada-dari-

dipilih-presiden-dprd-hingga-rakyat, diakses pada 20 Mei 2023, pukul 14.20 WIB 
149 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 

1945 Buku ke-5 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 567  

https://news.detik.com/berita/d-3967434/dinamika-pilkada-dari-dipilih-presiden-dprd-hingga-rakyat
https://news.detik.com/berita/d-3967434/dinamika-pilkada-dari-dipilih-presiden-dprd-hingga-rakyat
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Ayat (3): ”Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, Dewan 

Perwakilan Daerah dan anggota DPRD diikuti oleh partai 

politik dan calon perseorangan”. 

Ayat (4):  “Pemilu diselenggarakan oleh KPU”. 

Ayat (5) : “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur 

dengan undang-undang”. 

Rumusan ini tentu saja berbeda dengan rumusan BP MPR. Mengenai alasan 

mengapa pemilihan kepala daerah juga dicakupkan dalam pemilu, Maswadi 

mengatakan bahwa “kita mengusulkan supaya Kepala Daerah dipilih langsung oleh 

rakyat, teknisnya nanti itu terserah kepada KPU, Kepala Daerah kita usulkan untuk 

dipilih, karena kita lihat pemilihan Kepala Daerah selalu bermasalah”.150 

Sementara itu, pada Rapat PAH I BP MPR ke-17, 22 Mei 2001, Asnawi Latief 

dari F-PDU (Fraksi Partai Daulatul Ummah) mempertanyakan pentingnya 

membedakan peristilahan antara pemilihan umum dan pemilihan Presiden. Ia 

mengatakan, Ketika kita melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apakah 

tetap pemilu namanya? Bukannya cukup “pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”. 

Sebab, dalam konsep yang masih mentah di dalam lampiran itu masalahnya adalah 

Presiden dipilih langsung atau tidak langsung. Itu soalnya. Artinya tidak mesti 

Presiden dan Wakil Presiden dalam paket itu dipilih dalam suatu Pemilu bersama-

sama dengan DPR, DPD, DPRD.151 Menurut penulis akar permasalahannya kenapa 

Pilkada tidak dimasukkan kedalam Pasal 22E ayat (2) dikarenakan masih terbuka 

lebar pemilihan kepala daerah dipilih melalui lembaga perwakilan yakni DPRD, 

bahkan level Presiden dan Wakil Presiden pun pada awalnya mau dipisahkan dari 

                                                 
150 Ibid, hlm. 568 
151 Ibid, hlm. 569 
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ruang lingkup pemilu karena masih dimungkinkan untuk dipilih melalui lembaga 

MPR. 

1. Lembaga penyelenggara Pilkada  

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 

menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” Apabila mengacu 

pada frasa “langsung dan demokratis” ini merupakan penafsiran pembuat UU 

terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis.” Apabila melihat realita, hampir semua daerah menerapkan Pilkada 

langsung kecuali daerah asimetris seperti DIY untuk pemilihan Gubernurnya dipilih 

secara tidak langsung berdasarkan keturunan darah raja dan DKI Jakarta pemilihan 

bupati dan walikota diwilayah administratif DKI Jakarta pilih melalui penunjukan 

oleh Gubernur. 

Pasal 19 ayat (1) Undnag-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogykarta, menyatakan bahwa “DPRD DIY memberitahukan kepada 

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya 

masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.” Kemudian pada ayat (2) 

menyatakan bahwa “berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang 

bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam 

yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima.” 

DPRD DIY berwenang mengatur beberapa tahapan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur, mulai dari pembentukan pansus, verifikasi dokumen, pemberian 

saran atau masukan terhadap visi misi calon gubernur dan wakil gubernur, rapat 

paripurna penetapan, hingga mengusulkan hasil penetapan kepada presiden dan 

menteri untuk pengesehan hasil penetapan DPRD tentang penetapan Bubernur dan 

Wakil Gubernur DIY. 

Demikian pula di DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta sebagai manifestasi dari 

kehendak rakyat berperan penting dalam penetapan calon walikota/bupati. 

Penetapan walikota/bupati dilakukan DPRD dengan memberikan pertimbangan 

terhadap calon yang diajukan oleh gubernur. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan 

Pasal 19 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI 

Jakarta Sebagai Ibukota NKRI, menyatakan bahwa “Walikota/bupati diangkat oleh 

Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil 

yang memenuhi persyaratan.” 

Memaknai praktik pemilihan kepala daerah di DIY dan DKI Jakarta yang 

berbeda dengan pemilukada di daerah lainnya, maka ketatanegaraan Indonesia telah 

mengatur dan melaksanakan pemilukada asimetris. Pemilu asimetris sesuatu yang 

telah ada dan berlaku. Hanya saja, pemilukada asimetris yang berlaku saat ini 

ditentukan berdasarkan status daerah khusus dan/atau istimewa. Hal itu 
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mengisyaratkan pemilukada asimetris baru dimungkin untuk dilakukan di daerah 

lain jika terlebih dahulu menyemat status daerah khusus atau istimewa. 

Status daerah khusus atau istimewa tentu didasarkan kriteria tertentu yang tidak 

mudah untuk diperjuangkan. Karena status khusus atau istimewa tersebut yang 

memberikan privilege hukum untuk pengecualian bagi daerah tertentu 

menyelenggarakan pilkada secara berbeda. 

Pembuat UU menganggap bahwa Pilkada bukan rezim pemilu melainkan rezim 

pemerintah daerah, sebagai konsekuensi hukumnya penyelenggara Pilkada nya 

pemerintah daerah sendiri bukan KPU karena KPUD itu bagian dari jenjang 

sturuktur KPU. Pilkada yang dilakukan secara langsung tersebut, juga 

menggunakan instrumen organ penyelenggara Pemilu yaitu KPU sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Perdebatan akan masuknya pemilihan 

kepala daerah yang dilakukan secara langsung tersebut merupakan bagian dalam 

rezim Pemilu ataukah masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah tak terelakkan. 

Diselenggarakan sepenuhnya oleh KPU sebagai organ negara yang secara 

konstitusional, berdasarkan perubahan UUD 1945, didesain secara khusus untuk 

meyelenggarakan fungsi rekrutmen pengisian jabatan politik anggota lembaga 

perwakilan dan pemimpin pemerintah. Dalam perspektif struktur, KPU adalah 

penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. 

Penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah KPUD yang secara hierarkis 

kelembagaan merupakan bawahan KPU. Dengan perkataan lain maka 

penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah KPU di tingkat daerah yang juga 

merupakan bagian dari lembaga yang secara hierarkis bersifat nasional, tetap, dan 
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mandiri, tidak seperti sebelumnya, penyelenggaranya adalah DPRD sebagai bagian 

dari unsur pemerintah daerah. 

Jika ditinjau dari aspek historis lahirnya peraturan perundang-undangan yang 

menyebabkan beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa PHPU Kada dari MA 

ke MK, maka dapat dipahami bahwa permasalahan hukum tentang Pemilukada 

tersebut bermula sejak lahirnya UU Pemda Nomor 32 Tahun 2004 yang 

mengadopsi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada langsung) dengan 

menggunakan asas-asas pemilihan yang terdapat dalam pemilu, yaitu langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Pengadopsian Pilkada langsung ini berbeda dengan konsep pemilihan kepala 

daerah sebelumnya yang diatur dalam UU Pemda Nomor 22 Tahun 2009 yang 

menggunakan cara pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh 

anggota DPRD. Dengan berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah yang 

dilakukan secara langsung dan menggunakan asas-asas pemilu yang bersifat luber-

jurdil muncul pendapat bahwa apabila Pilkada dilakukan secara langsung dan 

menggunakan asas-asas Pemilu, maka berarti menjadi bagian dari rezim pemilu.  

Tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil 

Presiden dan DPRD, yang sesungguhnya secara substansial jabatan tersebut 

merupakan anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah. Kepala daerah, 

adalah pemimpin pemerintah dalam skala dan dengan ruang lingkup wilayah 

tertentu yang disebut daerah, baik daerah provinsi (regional government), daerah 

kabupaten, atau kota (local government). Kepala daerah merupakan unsur 

pemerintahan daerah yang terdiri atas lembaga perwakilan rakyat yaitu DPRD, dan 
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kepala daerah sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat 

(3) dan ayat (4) UUD 1945. Penulis berpendapat bahwa apabila penyelenggara 

Pilkada itu KPU maka seharusnya Pilkada masuk rezim pemilu bukan pemda dan 

ini akan berimplikasi pada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa 

hasil Pilkada yang akan dibahas dibawah ini. 

2. Lembaga yang Berwenang Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimasukan dalam rezim pemilu oleh 

UU No. 22 Tahun 2007 sehingga dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang kemudian disingkat 

Pemilukada).152 Akan tetapi Pemilihan Kepala Daerah ditarik kembali kembali pada 

rezim pemerintah daerah melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan 

regulasi paling baru perihal definisi pemilihan kepala daerah tertuang dalam Pasal 

1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015.153 Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 sudah 

tidak belaku karena dengan adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, 

sehingga MK yang berwenang secara permanen.  

Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara sengketa hasil Pilkada dari 

tahun 2008-2022 tidak berjalan lancar, MK pernah tercoreng integritasnya secara 

institusi pada tahun 2013 karena ada kasus Akil Mochtar selaku ketua MK pada 

                                                 
152 Pasal 1 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
153 Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya 

disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota secara langsung dan demokratis.” 
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waktu itu penerimaan suap penanganan perkara sengketa hasil Pilkada Pilkada 

Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada 

Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 

dollar AS), Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar), Pilkada Kabupaten Buton 

(Rp 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli 

Tengah (Rp 1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil 

Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar).154 

Mahkamah Konstitusi mendapat penurunan kepercayaan atas kasus Akil 

Mochtar, MK menyadari akan hal itu sehingga ingin membangun kepercayaan 

masyarakat lagi terhadap MK dengan putusan-putusannya dan tidak ada lagi hakim 

konstitusi yang terlibat suap sengketa hasil Pilkada 2013-2022, sehingga menjadi 

lembaga peradilan yang dipercaya oleh masyarakat kembali.  

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimaksudkan untuk menghadirkan kepala 

daerah yang berkualitas, sebagai manifestasi dari dianutnya sistem demokrasi. Hal 

ini pun sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pilkada 

merupakan cara konstitusional untuk pengisian kepala pemerintahan daerah baik 

itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk dipimpin oleh seorang Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. 

                                                 
154 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil 

Mochtar yang Menggurita", Kompas, 2013, dalam 
https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkad

a.Akil.Mochtar.yang.Menggurita, diakses pada 21 Mei 2023, Pukul 10.11 WIB 

https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita
https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita
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Pilkada  didasarkan  pada  prinsip  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan 

adil, namun dalam pelaksanaannya sangat berpotensi untuk menimbulkan 

pelanggaran  dan  sengketa.  Salah  satu  jenis  sengketa  yang  dapat  muncul  dalam  

penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sengketa hasil Pilkada langsung. 

Sengketa hasil Pilkada langsung dapat diartikan sebagai sengketa yang muncul 

akibat yang ditetapkannya hasil Pilkada langsung oleh penyelenggara Pilkada 

langsung. 

Sengketa hasil Pilkada langsung sebenarnya hanya bersifat kuantitatif yakni  

terkait dengan kekeliruan perhitungan atas hasil Pilkada langsung. Akan tetapi, 

dalam perkembangannya ditemukan bahwa sengketa hasil tidak hanya berupa 

sengketa kuantitatif, namun terkait juga dengan sengketa kualitatif, dimana proses 

Pilkada langsung yang mempengaruhi hasil dapat diuji.  

Sengketa hasil pilkada langsung tersebut harus diselesaikan sesuai dengan 

hukum (due process of law). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 

Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. 

Karenanya, sebagai sebuah negara hukum, maka sengketa hasil Pilkada langsung 

harus diselesaikan melalui lembaga dan menurut tata cara yang telah ditentukan 

oleh hukum. 

Pilkada haruslah tersedia perangkat aturan yang menjadi payung hukum baik 

itu pelaksanaan, mekanisme, dan tata cara proses penyelesaian sengketa. Kendati 

demikian, sampai saat ini tidak ada kepastian mengenai lembaga peradilan yang 

tepat dalam menangani sengketa hasil Pilkada.  
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Sengketa hasil Pilkada yang pernah ditangani oleh MA yang menimbulkan 

kontroversi adalah Pilkada Kota Depok tahun 2005. Disisi lain, ketika kewenangan 

bergeser kepada MK, dimana setiap penyelenggaraan Pilkada tidak sedikit berakhir 

dengan sengketa. Misalnya, pada 2008, MK register 27 perkara dengan 3 

dikabulkan, 12 di tolak, 3 tidak diterima, sisa 3 perkara yang belum selesai. Pada 

2009 MK merigister 3 perkara dan 9 perkara dari tahun sebelumnya, adapun 

putusannya 1 dikabulkan, 10 ditolak, dan 1 tidak terima.  

Pilkada tahun 2010 yang dilaksanakan di 244 dearah baik itu provinsi dan 

kabupaten/kota, MK telah menerima sebanyak 230 permohonan perkara. Dari 230 

permohonan, 25 dikabulkan, 149 ditolak oleh MK, 45 dinyatakan tidak diterima, 4 

ditarik kembali, dan 7 lagi perkara yang masih tersisa dilanjutkan di tahun 2011. 

Artinya hampir 70% daerah bermasalah dengan Pilkada. Pada 2011, perkara yang 

diregister MK 132 dan 7 perkara dari tahun sebelumnya, 11 dikabulkan, 89 ditolak, 

29 tidak diterima, 2 ditarik kembali dan tersisa 8 perkara. Pada 2012 yang total MK 

meregister 113 dan 8 perkara ditahun sebelumnya, 4 dikabulkan, 57 ditolak, 26 

tidak diterima, 9 ditarik kembali, 1 gugur dan tersisa 16 perkara. 

Pilkada tahun 2013, MK meregister 192 dan tersisa 16 perkara dari tahun 

sebelumnya, 7 yang dikabulkan, 134 ditolak, 46 tidak diterima, 6 ditarik, 2 gugur 

dan tersisa 13 perkara yang belum selesai, Pilkada pada 2014 setidaknya yang 

diregister 9 perkara di MK dan 13 perkara ditahun sebelumnya, 4 dikabulkan, 13 

ditolak, 5 tidak diterima dan tidak ada tersisa perkara yang belum selesai.  

Pilkada 9 Desember 2015 merupakan yang pertama kali diadakan dengan 

cakupan nasional. Pilkada kali ini berlangsung dengan tahapan pemilihan dan hari 
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pencoblosan yang bersamaan untuk 269 pemilihan kepala daerah, yang terdiri dari 

9 tingkat provinsi pemilihan gubernur, 30 kota untuk pemilihan walikota dan 224 

kabupaten unruk pemilihan bupati. Pilkada berlangsung di 32 dari 34 provinsi, 

hanya dua provinsi yang tak ikut menyelenggarakan Pilkada 2015 yaitu daerah 

khusus, yakni DKI Jakarta, dan Aceh atau biasa disebut Nangroe Aceh 

Darussalam.155 Pilkada 2015 tidak ada perkara perselisihan hasil masuk ke MK 

karena pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015, berdekatan dengan 

pergantian tahun, sehingga sengketa perselisihan hasil masuk ke MK di tahun 2016. 

Mahmakah Konstitusi pada tahun 2016 meregister 152 perkara, 3 dikabulkan, 

5 ditolak, 138 tidak diterima, 6 ditarik kembali dan tidak ada sisa perkara. Pada 

tahun 2017 MK meregister 60 perkara, 3 dikabulkan, 6 ditolak, 51 tidak diterima 

dan tidak ada sisa perkara. Pada tahun 2018, MK meregister 72 perkara, 2 

dikabulkan, 6 ditolak, 61 tidak diterima, 1 ditarik kembali, 2 gugur dan tidak ada 

sisa perkara.  

Pemilihan Kepala Daerah pada 2019 tidak ada dan 2020 tidak ada sengketa 

hasil pilkada yang masuk ke MK karena pelakasaan Pilkada pada tanggal 9 

Desember, mendekati pergantian tahun. Pada tahun 2021 MK meregister 153 

perkara, 20 dikabulkan, 14 ditolak, 104 tidak diterima, 7 ditarik kembali, 2 gugur 4 

tidak berwenang dan tersisa 2 perkara yang belum selesai. Pada tahun 2022 MK 

meregister 1 perkara dan 2 perkara yang tersisa dari tahun kemarin, hasilnya 3 

                                                 
155 Mahmakah Konstitusi, “Tujuh hal yang perlu Anda ketahui tentang Pilkada 2015”, 

2015, dalam  https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12547, diakses 09 Mei 2023, 

Pukul 13.05 WIB 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12547
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perkara tersebut dinyatakan oleh MK tidak berwenang. Pada tahun 2023 tidak ada 

Pilkada. 

Pilkada dari tahun 2008 sampai 2022 MK telah menangani sengketa hasil 

Pilkada sebanyak 1.136 yang diantaranya mengabulkan 83 perkara, menolak 495, 

tidak diterima 509, ditarik kembali 35, gugur 7 dan tidak berwenang 7. Berikut data 

Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:156

                                                 
156 Mahkmah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tahun 2008-2022”, dalam 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pukul 

20.16 WIB 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD
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Penanganan sengketa perselisihan hasil Pilkada oleh MK sejak dialihkan dari 

MA menimbulkan tekanan beban kerja yang cukup besar terhadap sembilan hakim 

MK, berkonsekuensi terjadinya penurunan kinerja MK salah satunya dalam 

Tahun Dalam 

Proses 

Yang 

Lalu 

Sengketa 

yang 

teregister 

Terkabul Ditolak Tidak 

Diterima 

Tarik 

Kembali 

Gugur Tidak 

Berwenang 

Jumlah  

Putusan 

Dalam  

Proses 

Tahun  

ini 

2008 0 27 3 12 3 0 0 0 18 9 

2009 9 3 1 10 1 1 0 0 12 0 

2010 0 230 25 149 45 4 0 0 223 7 

2011 7 132 11 89 29 2 0 0 131 8 

2012 8 105 4 57 26 9 1 0 97 16 

2013 16 192 7 134 46 0 2 0 195 13 

2014 13 9 4 13 5 0 0 0 22 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 152 3 5 138 6 0 0 152 0 

2017 0 60 3 6 51 0 0 0 60 0 

2018 0 72 2 6 61 1 2 0 72 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 153 20 14 104 7 2 4 151 2 

2022 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 

Jumlah - 1136 83 495 509 35 7 7 1136 - 
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pengujian undang-undang. Penurunan kinerja yang justru terjadi di tahun-tahun 

pelaksanaan pemilu dan pemilihan umum kepala daerah. Sebab, pada saat yang 

bersamaan, MK harus menangani perkara pemilu dan pemilihan umum kepala 

daerah yang jumlahnya begitu besar melebihi perkara pengujian undang-undang. 

Kesalahan pembuat Undang-Undang yakni DPR dan Pemerintah dalam 

melakukan perubahan UU No. 1 Tahun 2015 menjadi UU No. 8 Tahun 2015 yakni 

dalam konteks penyelesaian hasil Pilkada tidak ada sama sekali kekosongan hukum 

dengan sendirinya ada kepastian hukum karena penyelesaian tersebut sebelumnya 

merupakan kewenangan MA melalui Pengadilan Tinggi (PT) berdasarkan Pasal 

157 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015. Kewenangan MK yang didapat karena 

pengalihan dari MA hanya karena “mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau 

bersifat sementara”.  

Ketidaktepatan memberikan kewenangan tambahan bagi MK sebagai lembaga 

negara pengawal dan penafsir konstitusi yang merupakan hukum dasar tertinggi di 

negeri ini hanya melalui politik legislasi “Ketentuan Peralihan”, apalagi hal tersebut 

jelas-jelas tidak sejalan dengan bunyi Pasal 24C ayat (1) yang secara eksplisit 

mengatur batas kewenangan MK. Jika pembentuk Undang-Undang masih merasa 

belum jelas dengan bunyi ketentuan Pasal 24 C ayat (1) maka MK sebagai lembaga 

penjaga konstitusi dan penafsir konstitusi perlu menafsirkan dengan jelas apa batas 

kewenangan MK tersebut dalam rangka menegakkan UUD. 

Ketentuan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas membedakan mengenai 

perumusan kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A ayat (1) dengan 
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kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1). Kewenangan 

Mahkamah Agung dirumuskan secara tidak limitatif (non limitatit), karena 

sebagian masih dapat ditentukan Iebih lanjut dengan undang-undang sedangkan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dirumuskan tegas dan bersifat limitative. Oleh 

sebab itu, pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden diberi kewenangan 

oleh Undang-Undang Dasar untuk menambah dan melengkapi ketentuan tentang 

kewenangan MA bukan kewenangan MK. 

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden tidaklah berwenang menambah 

mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dengan undang-undang. Karena 

itu, landasan hukum yang dapat dipakai untuk menentukan apakah Mahkamah 

Konstitusi berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa sesuatu permohonan 

haruslah didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Dasar bukan undang-undang. 

Hal ini menjadi dasar penguat bahwa tidak boleh menambah atau mengurangi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah sangat eksplisit ditentukan dalam 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 

Berdasarkan teori interpretasi konstitusi aliran originalism bahwa penafsiran 

tekstual atas Pasal 24C ayat (1) jo Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, kewenangan 

konstitutional MK menganai perselisihan hasil Pemilu hanyalah untuk Pemilu 

anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga 

hukum acara perselisihan hasil Pemilu yang tercantum dalam Pasal 74 - 79 UU 

MK hanya berkaitan dengan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 
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1945, sama sekali tidak terkait dengan sengketa hasil Pilkada.157 Akan tetapi, 

apabila menggunakan aliran non originalis dengan metode living constitution 

membenarkan jika MK mempunyai kewenangan menangani sengketa Pilkada dan 

itu diperkuat dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. 

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi 

adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau 

melandasi kegiatan negara agar bertindak secara konstitusianal. Oleh sebab itu, 

pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan 

prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana 

ditentukan dalam UUD NRI 1945, apabila ditambahkan kewenangan MK untuk 

menyelesaikan sengketa hasil Pilkada perlunya amandamen.  

Implikasi dari pergeseran yang berulangkali terhadap penyelesaian sengketa 

hasil Pilkada pasca reformasi ini masih mengalami ketidakjelasan lembaga yang 

berwenang menangani sengketa hasil Pilkada walaupun sudah ada Putusan MK No. 

85/PUU-XX/2022. Adanya Putusan MK menjadi solusi terakhir karena Pilkada 

2024 sudah dekat. Oleh sebab itu belum menyelesaikan ketidakjelasan lembaga 

mana yang berwenang menangani sengketa hasil Pilkada. Sehingga penulis 

memberikan tawaran solusi sebagai berikut: 

Kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada berada ditangan MK, 

berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 membawa implikasi terhadap 

                                                 
157 A. Mukthie Fadjar, Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi (Membangun 

Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara 

Demokratis), Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 129 
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lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, penulis 

berpendapat bahwa lebih baik lembaga yang berwenang itu diberikan kepada MK 

daripada MA karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang sangat erat 

kaitannya dengan persoalan politik, sengketa hasil pilkada sangat kental unsur 

politiknya daripada hukumnya dan alasan lainnya itu dari segi pengalaman, sejak 

penyelesaian sengketa hasil Pilkada ditangani oleh MK pada tahun 2008-2022 

mempunyai pengalaman dalam menangani perkara sengketa hasil Pilkada berbeda 

dengan MA menangani perkara sengketa hasil Pilkada 2005-2008. Tawaran ini bisa 

dilakukan melalui amandemen konstitusi pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat 

(2) UUD NRI 1945. Penulis memberikan tawaran kedua melalui amandemen 

konstitusi dan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:  

 

Tabel 2. Usulan Perubahan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (2) dan 

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 

Ius Constitutum  

Pasal 18 ayat (4) 

Ius Constituendum 

Pasal 18 ayat (4) 

Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, 

dan kota dipilih secara demokratis 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wail Bupati, Walikota dan Wakil 

Walikota masing-masing sebagai 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah untuk daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih melalui 

pemilihan umum 

Ius Constitutum  

Pasal 22E ayat (2) 

Ius Constituendum 

Pasal 22E ayat (2) 
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Pemilihan umum diselenggarakan 

untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pemilihan umum diselenggarakan 

untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca reformasi telah 

mengalami empat kali pergeseran. Mengapa terjadinya empat kali pergeseran 

dikarenakan persoalan desain konstitusi Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat 

(2) UUD 1945 menyatakan bahwa Pilkada termasuk kategori rezim pemerintah 

daerah dan tentang pemilihan kepala daerah masuk rezim pemerintah daerah, 

jika ditinjau dari original intent para perumus perubahan konstitusi juga 

memasukkan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) 

sebagai bagian dari pemerintahan daerah sesuai dengan semangat otonomi 

daerah (desentralisasi), dan bukan bagian dari pemilihan umum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Perumus perubahan konstitusi juga 

memberikan kesempatan bagi pembentuk Undang-Undang (DPR dan 

Pemerintah) untuk mengatur dan menentukan pemilihan kepala daerah sesuai 

dengan kondisi keragaman daerah asalkan dilaksanakan secara demokratis. 

Selain persoalan desain konstitusi, ada persoalan perbedaan tafsir MK tentang 

Pilkada masuk rezim pemda atau rezim pemilu. 

2. Implikasi pergeseran terhadap penyelesaian sengketa hasil Pilkada adalah 

lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pilkada itu adalah KPU apabila 

Pilkada masuk ketegori rezim Pemilu dan lembaga yang berwenang 

menyelesaikan sengketa hasil Pilkada adalah ditangan MK apabila Pilkada 
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masuk ketegori rezim Pemilu, hal ini berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-

XX/2022, dimana Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang 

menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang sifatnya seterusnya tidak sementara 

waktu lagi menunggu dibuatnya badan peradilan khusus. 

B. Saran 

Kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada berada ditangan MK, 

tawaran ini bisa dilakukan melalui amandemen konstitusi pada Pasal 18 ayat (4) 

dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. Redaksi usulan perubahan Pasal 18 ayat (4) 

adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wail Bupati, Walikota dan Wakil 

Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, 

redaksi usulan perubahan Pasal 22E ayat (2) adalah Pemilihan umum 

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejak penyelesaian sengketa 

hasil Pilkada ditangani oleh MK pada tahun 2008-2022, MK lebih relevan 

menangani sengketa hasil pilkada karena mempunyai pengalaman lebih baik dari 

MA hanya menangani perkara sengketa hasil Pilkada pada tahun 2005-2008 dan 

MK merupakan lembaga yang menyelesaikan persoalan politik karena sengketa 

hasil pilkada sangat erat kaitannya dengan politik.  
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